SALINAN

BUPATI KENDAL

PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI KENDAL
NOMOR 80 TAHUN 2021

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISAS], TUGAS DAN FUNGS]L, SERTA TATA
KERJA PADA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Menmimbang

Mengingat

KABUPATEN KENDAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI RENDAL,

a. bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan

1.

penyederhanaan birokrasi yang optumal di lLngkungan
Pemmerintah Daerah Kabupaten Kendal sehingga dapal
mewujudkan tata kelola pemerintahan vang efeknf dan
efisien guna meningkatkan kinerja pemerintahan dan
pelavanan publik sesual Peraturan Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun
2021 tentang Penvederhanaan Struktur Organisast paca
Instansi Pemerintah  untuk Penyederhanaan Birokrasi
maka, Peraturan Bupati Kendal Nomor 62 Tahun 2016
tentang Kedudukan, Susunan Organisas), Tugas  dan
Fungsi, serta Tata Kerjg pada Dinas Pckerjaan Umum dan
Penataan Ruang Kabupaten Kendal schagaimana tolan
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupat
Kendal Nomor 102 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua
atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 62 Tahun 2016
lentang  Kedudukan, Susunan  Organisasi, Tugas dan
Fungsi, serta Tata Kerja pada Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang Kabupaten Kendal sudah tidak sesun
dengan kondisi sekarang, sehingga perlu dwabut  dan
diganti;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

dajlam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupats
tentang Kedudukan, Susunan Orgamisasi,  Tupas  dan
Fungsi, serta Tata Kerja pada Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang kabupaten Kendal:

Undang-Undang MNomor 13 Tahun = 1950 lentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungsn
Propingi Djawa Tengah sebagaimana telab diubah dengan



n
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Undang-Undang Nomeor Y9 Tahun 1983 teniang
Pembentukan Daerah Tingkat 11 Batang dengan mengubah
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1930 tentang
Pembentukan Daersh-daerah Kabupaten Dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Tengah [Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan
Lem baran Negara Republik Indonesia Nomor 2757),

. Undang-Undang Nomeor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur

Sipil Negara |[Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3494/,

. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 lentang

Pemerintahan  Daerah  [Lembaran  Negara  Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5597) sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta hkerja (Lembaran
Negara Republik Indenesia Tahun 2020 Nomor 245,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
BT 3);

.Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang

Penetapan Mulal Berlakunva Undang-Undang 1450 Nomor
12, 13, 14, dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-dacrah
Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Dacrab
Istimewa Yogvakarta;

. Peraturan Pemerntah Nemor 16 Tahun 1970 tentuang

perluasan  Kotamadyva Dacrah  Tingkat [l Somardang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor
25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3079,

.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 201o tentang

Perangkat Dacrah [Lembaran Negara Republk [ndonesi
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nemor 72 Tahun 2014
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomaor 18
Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambuahan
Lembaran Megara Republik Indonesia Nomor 6400.2);

. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 lentang

Manajemen Pegawai Negeri  Sipil (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor  6037)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemermmtah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen
Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6477); 6
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Peraturan Menteri Pendavagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang
Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam  Jabatan
Fungsional (Berita Negara Reopublik Indonesia Tahun 2041
Nomor 323);

Persturan Menteri Pendavagunasan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Momor 25 Tahun 2021 lentang
Penvederhaan  Struktur  Organisasi  Pada  Instansi
Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 346},

_Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 6 Tahun 2006

tentang Urusan Pemerintahan vang Menjadi Kewenangan
Pemerintahan Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran daerah
Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 6 Seri E No. 3
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten kendal Nomor
157);

Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan  Perangkal Dacrah
Kabupaten Kendal (Lembaran daerah Kabupaten hendal
Tahun 2016 Momor 8 Seri D No. 1, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Kendal Momor 159) sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Kendal MNomor 13 Tahun J021  tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah  Kabupaten
Kendal Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan
Susunan Perangkat Daerah Kabupaten kendal (Lembaran
Daerah  Kabupaten Kendal Tahun 2021 Nomor 13,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten kendal Nomor
219);

MEMUTUSEKAN:

PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDURAN, SUSUNAN
ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSIL, SERTA TATA KERJA
PADA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN KENDAL.

BAB |
KETENTUAN URMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini vang dimaksud dengan :
. Daerah adalah Kabupaten Kendal

2. Pemerintah Dacrah adalah Bupali scbagal  unsur
penyelenggara Pemerintahan Daerah vang ME M
pelaksanaan  urusan  pemenntaban vang menjad
kewenangan dacrah olonom.

3. Bupati adalah Bupati kendal,

4. Sekretaris Daerah adalah Selkretaris Daerah habupaten

Kendal.
o
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11.
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(1}

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang vang
selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Pekeraan
Umum dan Penataan Ruang Kabupaten kendal

Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang Kabupaten Kendal.

Aparatur Sipil Negara vang selanjutnya disebut ASN
adalah profesi bagi pegawal negeri sipil dan pegawa
pemerintah dengan perjanjian kerja vang bekerja pada
instansi pemernintah.

Pegawai Negeri Sipil vang selanjutnya disebut PNS
adalah Pegawai yang tclah memenuhi syarat yang
ditentukan diangkat oleh pejabat yang berwenang dan
diserahi tugas dalam satu jabatan negeri atau diserahi
tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan
perundang-undangan vang berlaku.

Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan vang
berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan
fungsional vang berdasarkan pada keahlian dan
keterampilan tertentu.

Kelompok Jabatan Fungsional adalah sejumlah tenaga
dalam jenjang lungsional yang terdiri dalam berbaga
kelompok sesuai dengan keahliannya.

Sub Koordinator adalah PNS vang diberikan tugas
untuk membantu Kepala Bagian/Kepala Bidang/
Sekretaris/ Koordinator dalam menyusun peréncanaan,
pelaksanaan dan  pengendalian,  pemaniauan dan
evaluasi, serta pelaporan kegiatan pads unit Kerjanya
zesual lingkup tugas dan fungsinya dan ditunjuk aleh
Kepala Perangkat Dacrah.

Pelaksana Senior adalah PNS yang memiliki senioritas
dari aspek kepangkatan dan mempunyai kompetenss
untuk ditunjuk oleh Kepala Perangkat Dacrah untuk
diberikan tugas  membantu Sekretaris/ Kepala
Bidang /Kepala Bagian/Koordinator pada unit kerjanya
dalam menyusun perencanaan, pelaksanaan  dan
pengendalian,  pemantauan  dan evaluasi,  seria
pelaporan kegiatan lingkup tugas dan fungsinva.

BAE [I
KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGS]
Bagian Kesatu
Kedudukan

Pasal 2

Dinas merupakan Unsur pelaksana urusan
pemerintahan di bidang pekerjaan umum. penataan
ruang, dan pertanahan vang menjadi kewenangan
Daerah.
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(2) Dinas dipimpin cleh Kepala Dinas yvang berkedudukan
di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui
Qelkretaris Daerah.

Bagian Kedua
Tugas
Pasal 3

Dinas mempunyal lugas membaniy Bupat melaksanakan
urusan pemerintahan  bidang pekerjgan  wumum  dan
penataan ruang serta bidang pertanahan yang menjadi
kewenangan dan tugas pembantuan yang diberikan kepada
Dacrah.

Bagian Ketiga
Fungsi

Fasal 4

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 3, Dinas mempunyai fungsi:

a. perumusan kebijakan di bidang pekerjaan  urnum,
penataan ruang, dan pertanahan,

b, pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di bidang
pekerjaan umum, penataan ruang, dan pertanahan;

c. pemhbinaan, pengawasan, dan pengendalian kebijakan di
bidang pekerjaan umum, penatsan ruang,  dan
pertanahan;

d. pengelolaan dan fasilitasi kegiatan di bidang pekeraan
umum, penataan ruang, dan pertanahan;

e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang
pekerjaan umum, penataan ruang, dan pertanahan,

[. pelaksanaan administrasi Dinas di bidang pekerjaan
umum, penataan ruang, dan pertanahan ; dan

g. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikkan oleh

Bupati di bidang pekerjaan umum, penataan ruang, dan
pertanahan.

BAR 111
SUSUNAN ORGANISAS]
Pasal 5

(1} Susunan Organisasi Dinas terdiri dari:
Kepala Dhnas;

el
b. Sekretariat;

¢, Bidang Pembinaan dan Pengendalian;
d. Bidang Bina Marga,

e. Bidang Sumber Daya Air;

. Bidang Cipta Karya;,

g. Bidang Tata Ruang;

h. Unit Pelaksana Teknis Daerah,;

khelompok Jabatan Fungsional
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[2] Bagan Organisasi Dinas sebagaimana tercanium dalam

Lampiran [ yvang merupakan bagian tidak terpisahkan
dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
RINCIAN TUGAS
Bagian Kesatu
Kepala Dinas
Pasal &

Untuk melaksanakan tugas dan [ungsi sebagaimana
dimalksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4, Kepala Dinas
schagaimana dimaksud dalam Pasal 5 avat (1) hurulf a,
mempunvai rincian tgas:

=8

merdmuskan dan menetapkan rencana dan  program
Kegiatan Dinas  berdasarkan peraturan  perundang-
undangan  dan  hasil  evaluasi  kegiatan  tahun
sebelumnya sebagal pedoman pelaksanaan tupas:

membag tugas bawahan sesual dengan jabatan dan
kompetensinya serta memberikan arahan baik secara
lisan maupun tertulis guna kelancaran pelaksanaan
tugas;

menvelenggarakan koordinasi dan konsultas: dengan
instansi terkait baik vertikal maupun horizontal guna
gsinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan tugas,

merumuskan  kebijakan teknls urusan pemerintahan
bidang pekerjpan umum, peénataan ruang, dan
pertanahan di Daerah sesual peraturan perundang-
undangan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

menelaah dan mengka) peraturan perundang undangan
di bidang pekerjaan umum, penataan Tuang  dan
pertanahan scbagal bahan perumusan kebyakan teks
serta pedoman pelaksanaan tugas;

menvelenggarakan  pembinaan, pengawasan  dan
pengendalian kegiatan di bidang pekerjaan  umum,
penataan ruang, dan pertanshan sesual peraturan
perundang-undangan agar kinena Dinas meéndcapa
target yang telah ditetapkan;

menyelenggarakan pelayvanan prima, [asilitasi, dan
inovast di bidang pekerjaan umum, penataan ruang dan
pertanahan  sesual dengan ketentuan  peraluran
perundang-undangan guna peningkatan kualitas Kerja;

menerapkan Standar Operasional Prosedur [S0OP) dan

Standar Pelayanan Minimal (SPM) dalam
penyelenggaraan kegiatan di bidang pekerjaan umum,
penataan ruang, dan pertanahan agar diperoleh hasil

kerja yang optimal:

mengoordinasikan dan memiasilitas) penvelenggarann
sistem pertukaran informasi dengan instansi
Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah
Kabupaten/Kota vang menangani bidang pekerjaan

o)
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(1]

(2]

umum, penatasn ruang, dan pertanahan sesual dengan
peraturan perundang-undangan;

merckomendasikan penerbitan perizinan dan
nonperizinan berdasarkan pendelegasian  wewenang
yang diberikan oleh Bupati sesual  peraturan
perundang-undangan,;

memfasilitasi pelayanan pekerjaan umum di bidang bina
marga, sumber daya air, cipta Karya dan penataan
ruang dan merumuskan upava pemecahan masalah di
bidang pekerjaan umum, penataan ruang, dan
pertanahan;

mengembangkan dan mengoptimalkan kegatan di
bidang pekerjaan umum dan penataan ruang di dacrah
guna menunjang pembangunan serta bermanfaat bagi
masyarakat;

. mengelola dan mengembangkan sistem mformasi dan

data di bidang bina marga, sumber dayva air, cipta karya
dan penataan ruang,

mengevaluas) pelaksanaan kegiatan Dinas dengan carsd
menguiur pencapaian program kerja yang telah disusun
untuk bahan laporan kepada Bupati dan kebijakan
tindals lanjur;

melaporkan pelaksanaan tugas kepada Bupal baik
lisan maupun tertulis sebagal wujud akuntabalitas dan
Lransparansi;

mengevaluasi dan menilai prestasi kerja  bawahan
berdasarkan sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja
sesual ketentuan dalam rangka peningkatan karir,
pemberian penghargaan dan sanksiy;

menvampaikan saran  dan  pertimbangan  kepada
pimpinan baik lisan maupun tertulis berdasarkan
kajian agar kegiatan berjalan lancar serta untuk
menghindari penyimpangan; dan

melaksanakan tugas kedinasan lain dari pimpinan
sesual dengan tugas dan fungsi Dinas,

Bagian Kedua

Sekretariat
Pasal 7

Sekretariat Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5
ayat (1) hurul b dipimpin oleh seorang Sekretaris vang
berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada
Kepala Dinas.

Sekretariat Dinas sebapaimana dimaksud pada ayat (1)
mempunyal tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala
Dinas dalam PETLITILSAT] kebijakan teknis,
pengoordinasian, pembinaan, pengawasan,
pengendalian, pengelolaan dan fasilitasi kegiatan di
bidang perencanaan, evaluasi, pelaporan. umum.
kepegawaian, dan keuangan.
8



(3] Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud
pada avat (2}, Sckretariat mempunyai fungs:

(4

e,

br.

perumusan kebijalkan teknis di bidang
kesckretaniatan;

pengoordinasian . dan pelaksanaan  Kegialan
kosekretanatan;

pembinaan, pengawasan, dan pengendalian kegatan
keselkrerariatan;

pengelolaan dan fasilitas) kegiatan kesekretaratan,

pelaksanaan evaluasi dan  pelaporan  kematan
kesekretariatan; dan

pelaksanaan lungs: kedinasan lain yang diberikan
oleh Kepala Dinas di bidang kesekretanatan

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) dan ayal [3), Sekretaris Dinas
bertugas

a.

menyvusun rencana dan  program  Kegiatan
Sckreotariat  berdasarkan  peraturan  perundang-
undangan dan  hasil evaluasi  kegiaton  tahun
sebelumnya sebagal pedoman pelaksanaan tugas;

menjabarkan perintah pimpinan melalul pengkajian
permasalahan dan peraturan perundang-undangan
agar pelaksanaan tugas berjalan efektifl dan efisien;

membagi tugas bawahan sesual dengan jabatan dan
kompetensinva  serta  memberikan arahan  baik
gecara lisan maupun tertulis guna kelancaran
pelaksanaan tugas;

melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan
instansi  terkait baik wertikal maupun horizontal
untuk mendapatkan informasi, masukan, sorta
dalam rangka sinkronisasi dan  harmonisas
pelaksanaan tugas,;

meneclaah dan  mengkap  peraturan  perundang-
undangan sesuai lingkup tugasnya scbagai bahan
atay pedoman untuk melaksanakan kegiatan;

menyiapkan konsep kebijakan Kepala Dinas  dan
naskah dinas yang berkaitan dengan kegiatan
perencanaan, evaluasi, pelaporan, sistem informass,
keuangan, administrasi umum, kepegawaian dan
fungsi lain yvang diberikan cleh Kepala Dinas;

mengoordinasikan dan menviapkan konsep Rencana
Kegiatan dan Anggaran IRKA], Dokumen
Pelaksanaan Anggaran (DPA} serta perubahan
anggaran sesuai ketentuan dan plafon anggaran
yvang ditetapkarn,

mengoordinasikan dan menyapkan konsep Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Dacrah (RPJIMD],
Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja [Renjal,
Indikator Kinerja Utama (IKU), Perjanjian Kinerja
(PK} dan jenis dokumen perencanaan lainnva sesual
dengan ketentuan yang berlaku; ‘j



mengoordinasikan dan menyiapkan konsep Laporan
Keterangan Pertanggungjawaban Bupati  (LKRI),
Laporan Kinerja  Instansi Pemerintah  (LKjIP),
Evaluasi Kinerja Pembanpgunan Daerah [ERPD),
Sistem Pengendalian  Inmterm Pemenntah (SPIP),
Pengendalian Operasional Kegiatan [POK) dan jenis
pelaporan lainnya sesual dengan ketentuan vang
berlaku;

mengelola sistem informasi dan data Dinas sesuai
dengan  ketentuan yang berlaku  agar diperoleh
efelktivitas dan efisiensi pelaksanaan kegiaran,

menyelenggarakan pelayanan administrasi umum.

kepegawaian, keuangan, ketatalaksanaan,
kehumasan, protokoler, perpustakaan, Kearsipan.
dokumentasi, perlengkapan/ perbekalan,

pengamanan kantor, kebersihan dan pertamanan,
pengelolaan asct tetap dan aset udak wetap, serta
fasilitasi keglatan rapat dan penerimaan kunjungan
tamu Dinas,

mengoordinasikan rencana dan proses pengadaan
barang dan jasa di lingkungan Dinas sesual dengan
peraturan perundang-undangan:

. mengoordinasikan dan  memiasilitasi  penyusunan
Standar Operasional Prosedur [S0P), analsis
jabatan, analisis beban kera, evaluasi jabatan,
budava kerja, survey kepuasan masyarakat, standar
pelavanan  serta  pengusulan  formasi kebutuhan
pegawal Dinas;

melaksanakan  pembinaan, pengawasan, dan
pengendalian fungsi-lungsi manajemen administrasi
perkantoran agar terwujud pelayanan prima;

melaksanakan pemantauan dan evaluasi
pelaksanaan  kegintan  Sekretariat  dengan  cara
mengukur pencapaian program kerja yvang telah
disusun uniuk bahan laporan dan kebijakan tundak
lamut;

mengevaluasi dan menilal prestas1 kerja bawahan
berdasarkan sasaran kerja pegawai dan penilaku
kerja sesuai ketentuan dalam rangka peningkatan
karir, pemberian penghargaan dan sanksi;

menyusun laporan pelaksanaan kegiaton kepada
pimpinan  sebagal  wujud akuniabilitas  dan
transparansi pelaksanaan kegiatan;

menvampaikan saran dan pertimbangan kepada
pimpinan baik lisen maupun tertulis berdasarkan

kajian agar kepiatan berjalan lancar serta untuk
menghindarn penyvimpangan;

melaksanakan tugas kedinasan lain dar pimpinan
sesual dengan tugas dan fungsi unit kerjanyva.
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Pasal 8

(1} Susunan Organisasi Sekretariat sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 5 avat [1) hurul b, terdiri atas !

a. Sub Bapian Perencanaan dan Keuangan; dan
tr. Sub Bagian Umum dan hepegawalan;

(2] Subbagian sebagaimana dimaksud pada avat (1)
masing-masing dipimpin  oleh secrang Kepala 5Sub
Bagian yang berada dibawah dan berianggung jawab
kepada Sekretaris.

Paragral ]
Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan

Pazal 9

(1) Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan Sub
Bagian Perencanaan dan  Keuangan schagaimansa
dimaksud dalam Pasal 8 avat (1) huruf a, mempunyal
tugas melaksanakan scbagian tugas Sekretaris dalam
penyiapan  bahan  perumusan  kebijakan  teknis,
pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pengendalian,
pengelolaan dan  fasilitasi  kegiatan  di bidang
perencanaan, monitoring, evaluasi, pelaporan, sistem
informagi Dinas, dan administras: keuangan.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada
avat (1) Kepala Sub Bagian Perencanaan dan heuangan
MemPLILy:l rncian Wgas |

a, menyusun rencana dan program kegiatan Sub Bagian
Perencanaan dan Keuangan berdasarkan peraturan
perundang-undangan dan hasil evaluasi kegiatan
tahun sebelumnya;

b. menjabarkan perintah atasan melalul  pengkajian
permasalahan dan peraturan perundang-undangan;

c, membagi tugas kepada bawahan sesusn lingkup
tugasnya serta memberi petunjuk dan arahan agar
pelaksanaan tugas berjalan lancar;

d. melaksanakan koordinasi internal maupun eksternal
haik secara langsung maupun tidak langsung untuk
mendapatkan  informasi, masukan, serla dalam
rangka sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan
kegiatan;

e, mempelgjari dan mengkaji  peraturan  perundang.
undangan scsuai lingkup tugasnya sebagal bahan
atau pedoman untuk melaksanakan kegiatan;

f. menyiapkan bahan penyvusunan petunjuk tekmis,
petunjuk pelaksanaan, dan naskah dinas scsual
lingkup tugasnya guna mendukung kelancaran
pelaksanaan kegiatan,

g. menghimpun dan meneliti bahan perencanaan dan
usulan program kegiatan darn masmg-masing seksi,
subbagian dan UPTD sesuai dengan ketentuan yvang
berlaku guna menghindarn kesalahan;

&



menyiapkan bahan dan menyusun konsep Rencana
Kegiatan dan Anggaran (RKA|, Dokumen Pelaksanaan
Anpgaran (DPA) serta perubahan anggaran sesunl
ketentuan dan plafon anggaran vang ditetapkan:

menytapkan bahan dan menvusun konsep Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah [(RPJMD),
Rencana Strategis (Renstra|, Rencana Kerna [Henjal,
Indikator Kinerja Utama {IKU), Perjanjian Kinerja (Pk]
dan jenmis dokumen perencanaan lammnva  sésuai
dengan Ketentuan vang berlaku;

menyusun  konsep Standar Operasional Prosedur
(S0P Subbagian Perencanaan dan Keuangan serta
menghimpun  dan mendokumentast S0P vang
disusun oleh masing-masing subbagian, seksi, dan
UFTD,

menyiapkan bahan dan menvusun materl tindak
lanjut hasil pemeriksaan atau audit sesual dengan
peraturan perundang-undangan;

melaksanalkan monitoring dan evaluasi pelalksanaan
kegiatan Dinas sebagai  bahan  pengambilan
kebijakan;

. melaksanakan koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi
SKPDy serta menl.'{:]ﬂﬁggurﬂkan rapal koordimasi dan
konsultasi SKPD;

melaksanakan admimstrasi Gaji dan Turgangan ASN,

fmsilitast pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis
Elckironik pada SKPD;

menviapkan bahan  dan  sarana administrasi
keuangan dalam rangka pencairan  anggaran,
pengelolaan, pembukuan, dan pelaporan
pertanggungjawaban keuangan;

menghimpun  dan  memproses  usulan  pencairan
anggaran baik di lingkungan Sekretariat, Bidang, dan
UPTD sesual dengan prosedur dan ketentuan vang
berlaku;

menyiapkan bahan dan mengoordinasikan proses
administrasi keuangan melalun aplikasi  sistem
informasi untuk pengelolaan keuangan daerah sesuai
dengan peraturan perundang-undangan,

menyiapkan bshan pembinaan, sosiahisas:,  dan
bimbingan teknis di bidang keuangan kepada pejabat
pengelela kKeuangan dan bendahara di lingkungan
Dinas;

melaksanakan pengendalian dan evaluasi penyerapan
anggaran dengan cara membandingkan laporan
perkembangan  reahsasi  belanja  dengan  rencana
pembiavaan vang ditetapkan sebelumnya;

melaksanakan verifikas terhadap berkas/dokumen
pertangeungawaban keuangan pelaksanaan kematan
guna menghindari kesalahan serta memberikan
koreksi penvempurnaan,



l'l

menyiapkan  bahan dan  menyusun  laporan
pertanggungiawaban  keuangan Dinas scria  jems
pelaporan keuangan lainnya,

w. melaksanakan pemantauan dan evaluasi kegiatan

(1]

(2]

Subbagian Perencanaan dan Keuangan dengan cara
mengukur pencapaian  program  kerja vang telah
disusun untuk bahan laporan dan kebijakan tindak
larur;

mengevaluas: dan menilai prestasi kerja bawahan
berdasarkan sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja
sesual ketentuan dalam rangka peningkatan karr,
pemberian penghargaan dan sanksi,

menvusun laporan pelaksanaan kegiatan kcpada
pimpinan  sehagai  wujud  akuntabilitas  dan
transparansi pelaksanaan kegiatan,

menyampaikan saran dan pertimbangan kcpada
pimpinan baik lisan maupun tertulis berdasarkan
kajian agar kegiatan berjalan lancar serta untuk
menghindari penyvimpangan; dan

az. melaksanakan tugas kedinasan lain dan pimpinan

sesual dengan tugas dan fungsi unit kerjanva.

Paragraf 2
Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Pasal 10

Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawalan
sebapaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1] hurul b
mempunyal  tugas  melaksanakan  secbaglan tugas
Sekretaris dalam  penviapan  baban  perumusan
kebijakan, pengoordinasian, pembinaan, pengendabian,
pengelolaan dan pemberian  bimbingan di bidang
administrasi umum, ketatalaksanaan, kehumasan,
perpustakaan, kearsipan, dokumentasi, perlengkapan,
pengelolaan barang, kepegawaian, fasilitas: kegiatan
analisiz jabatan dan budaya kerja.

Untuk melaksanakan rtugas sebagaimana dimaksid
pada ayat (1), Kepala BSub Bagian Umum dan
Kepegawaian mempunyai rincian tugas :

a. menyusun rencana dan program  kegiatan Sub
Bagian Umum dan Kepegawaian berdasarkan
peraturan perundang-undangan dan hasil evaluasi
kegiatan tahun sebelumnya;

b. menjabarkan perintah atasan melalui pengkajian
permasalahan dan peraturan perundang-undangan;

c. membagi tugas kepada bawahan scsual hingkup
tugasnya serta memberi peturguk dan- arshan agar
pelaksanaan tugas berjalan lancar;

d. melaksanakan koordinasi internal maupun cksternal
baik secara langsung maupun tdak langsung untuk
mendapatkan informasi, masukan, serta dalam
rangka sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan



keglatan,

.menelaah dan mengkaji peraturan  perundang-

undangan sesual lingkup tugasnya sebagal bahan
atay pedoman untuk melaksanakan kegiatan,
menyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis,
petunjuk pelaksanaan, dan naskah dinias sesual
lingkup tugasnyva guna mendukung kelancaran
pelaksanaan Kegiatan,

. melaksanakan layvanan keglatan surat menyvurat,

perlengkapan, ketatalaksanaan, kehumasan,
dokumentasi, perpustakaan, hkearsipan,  seéria
pengelolaan aset tetap dan aset tidak tetap;

.memfasilitasi penyvusunan analisis jabatan, analisis

beban kerja, evaluasi jabatan, budava kerja, survey
kepuasan masyarakat, standar pelayanan  serta
pengusulan  formasi  kebutuhan pegawai Dinas
sesuai dengan peraturan perundang-undansan:
melaksanakan [asilitasi peningkatan sarana dan
prasarana disiplin pegawa: dan pengadaan pakaian
dinas beserta atribut kelengkapannya,

. melaksanakan sosialisasi dan  bimbingan  tekms

implementasi peraturan perundang-undangan;

.melaksanakan penyvediaan komponen  Insialasi

listrik, peralatan dan perlengkapan kantor, peralatan
rumah  tangga, Bahan lomstik kantor, Barang
cetakan dan penggandaan, Bahan bacaan dan
Peraturan perundang-undangan;

penvediaan  Jasa Surat  menyurat, Komunikasi,
Sumber Daya Air dan Listrik, Jasa Peralatan dan
Perlengkapan Kantor dan Jasa Pelayanan Umum
lainnya:

. penyediaan jasa pemeliharaan, biayva pemeliharaan,

pajak, dan perizinan kendaraan dinas operasional
atau lapangan,

.melaksanakan pengadaan dan pemeliharaasn mebel,

peralatan dan mesin lainnya, asel tepat lainnya dan
aset tidak berwujud;

. fasilitasi dan melaksanakan pemeliharaan

rehabilitasi gedung, sarana dan prasarana, sarana
dan prasarana pendukung Kantor dan Bangunan
lainnya;

.menyiapkan bahan dan menyusun konscp Sistem

Penpgendalian Intern Pemerintah (SPLP);

.menviapkan bahan dan meneliti kKonsep  Sural

Keputusan Kepala Dinas;
melaksanakan penatausahaan, inventarisasi, dan
pelaporan aset semesteran dan tahunan untuk tertib
administras: serta melakukan PENEAWASAN.
pengendalian, pemeliharaan aset tetap dan  asel
tidak tetap agar dapat digunakan optimal;

b
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5, menyiapkan bahan dan menvusun laporan bidang
kepegawaian secara rutin dan berkala seria
memelihara file [ dokumen kepegawaian seluruh
pegawal Dinas guna terciptanya tertib adminisirasi
kepegawaian,

. menyiapkan bahan dan memproses usulan kenaikan
pangkat, mutasi, gajl berkala, pemberhentian/
pensiun, pembuatan Kartu suamifisteri, tabungan
asuransi pensiun  (taspen), pengiriman peserta
pendidikan dan pelatihan [diklat)/bimbingan tekns
(bimtek), dan urusan kepegawaian lainnya;

t. melaksanakan urusan rumah tangga | serta
menyiapkan sarana, akomodasi, dan protokoler
dalam kegiatan rapat-rapat maupun penerimaan
kunjungan tamu Dinas;

v. mengoordinasikan  kegiatan  pengamanan  kantor,

kebersithan, dan pertamanan agar tercipla
lingkungan kantor vang tertib, bersih, aman dan
MYaman;

w.melaksanakan pemantauan dan evaluasi keglatan
Subbagian Umum dan Kepegawsaian dengan cara
mengukur pencapaian program kermja vang telah
disusun untuk bahan laporan dan Kebijakan tindak
lanjut;

x. mengevaluasi dan menilai prestasi kerja bawahan
berdasarkan sasaran kerja pegawar dan perilako
kerja sesuail ketentuan dalam rangka penmgkatan
karir, pemberian penghargaan dan sanksi;

v. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan kepada
pimpinan  sebagai wujud  akuntabilitas dan
transparansi pelaksanaan kegiatan;

z. menyampaikan saran dan  pertimbangan kepada
pimpinan baik lisan maupun tertubis berdasarkan
kajian agar kegiatan berjalan lancar serta untuk
menghindar penyimpangan; dan

aa melaksanakan tupas kedinasan lain dari pimpinan
sesual dengan tugas dan fungsi unit kerjanya.
Bagan Keliga
Bidang Pembinaan dan Pengendalian
Pasal 11
(1) Bidang Pembinaan dan Pengendalian sebagamana
dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf ¢, dipimpin oleh

Kepala Bidang vang berkedudukan di bawah dan

bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

(2) Kepala Bidang  Pembinaan  dan Pengendalian
schagaimana dimaksud pada ayvat (1], mempunyai tugas
melaksanakan sebagian tugas kepala Dinas dalam
perumusan kebijakan teknis, pengocrdinasian,
permmbinaan, pengawasan, pengendalian, pengelolaan,

6
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fasilitasi, evaluasi, dan pelaporan kegiatan di bidang
pembinaan dan pengendahan.

(3) Untuk melaksanakan tugas schagaimana dimaksud
pada avat (2), Bidang Pembinaan dan Pengendalian
mempunyai ungst :

£,

perumusan kebijakan teknis di bidang pembinaan
dan pengendalian;

pengoordinasian  dan  pelaksanaan  keglatan  di
bidang pembinaan dan pengendalian;

pemmbinaan, pengawasan, dan pengendalian keglatan
di bidang pembinaan dan pengendalian;

pengelolaan  dan  fasilitasi  kegiatan  di bidang
pembinaan dan pengendalian;

pelaksanaan evaluasi dan pelaporan keglatan di
bidang permbinaan dan pengendalian; dan

pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan
oleh Kepala Dinas di bidang pembinaan dan
pengendalian.

(4] Untuk melaksanakan tugas dan fungsi schagaimana
dimaksud pada avat (2) dan aval [3), Kepala Bidang
Pembinaan dan Pengendalian mempunyai rincian tugas

a.

menyusun rencana dan program kegiatan Bidang
Pembinaan  dan Pengendalian  berdasarkan
peraturan perundang-undangan dan hasil evaluasi
kegiatan tahun sebelumnya;

menjabarkan perintah atasan melalui pengkajian
permasalahan dan peraturan perundang-undangan;

membagi tugas bawahan sesual lingkup fugasnys
sertamember petunjuk dan arahsan AgAr
pelaksanaan tugas berjalan lancar;

melaksanakan koordinasi internal maupun eksternal
baik secara langsung maupun tidak langsung untuk
mendapatkan informasi, masukan, serta dalam
rangka sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan
kegiatan:

menelaah  dan mengkaji peraturan  perundang-
undangan =sezpai lingkup tugasnya sebagal bahan
atau pedoman untuk melaksanakan kegiatan;

menyiapkan konsep kebijakan Kepala Dinas dan
naskah dinas yang berkaitan dengan  kKeglatan
monitoring evaluasi pelaporan, pengendalian mutu,
pembinaan jasa konstruksi dan peralatan

mengoordinasikan  penyusunan  konsep  Laporan
Keterangan Pertanggungjawaban  Bupal  [LEPJ),
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah  [LEJIP),
Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah (EKPD). dan
jenis pelaporan lainnya sesuai dengan ketentuan
vang berlaku;

p
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h. menghimpun dan mendokumentas:  Standar

Operasional Prosedur (S0OP) yang disusun aoleh
masing-masing subbaglan, seksi, dan UPTD;

melaksanakan koordinasi denpan unit Kerja vang
melaksanakan  fungsi  layanan  pengadaandan
Lavanan Pengadaan Secara Elektronik (LPRE)
Daecrah «dalam rangka pengadaan barang dan jasa
Dinas sesual  dengan  peraturan  perundang-
undangan;

menghimpun dan menelin laporan perkembangan
tingkat realisasi pelaksanaan kegiatan dar masing-
masing subbagian, seksi dan UPTD scbagal bahan
penyvusunan  laporan Pengendalian  Operasional
Kegiatan (POK);

k. menviapkan bahan dan menyusun konsep Standar

Operasional Prosedur (SOP) kegiatan pada bidang
Pembinaan dan Pengendalan  untuk peningkatan
kualitas pelavanan publik;

melaksanakan pemrantauan dan evaluasi
pelaksanaan kegiatan Bidang Pembinaan dan
Pengendahan dengan cara mengukur pencapilan
program kerja yvang telah disusun uniuk bahan
laporan dan kebijakan tindak lanjut;

m. mengevaluasi dan menilal prestasi kerla bawsahan

berdasarkan sasaran kerja pegawai dan pernlaku
kerja sesuai ketentuan dalam rangka peningkatan
karir, pemberian penghargaan dan sanksi;

n. menvusun laporan pelaksanaan kegiatan kepada

pimpinan  sebagai  wujud akuntabilitas  dan
lransparansi pelaksanaan kepgiatan; dan

melaksanakan tugas kedinasan lain dari pimpinan
sesual dengan tugas dan fungsi unit kerjanya.
Pasal 12
Busunan Organisas: Bidang Permbinaan dan

Pengendalian sebagasimana dimaksud dalam Pasal 5

avat (1) huruf ¢, terdin atas kelompok jabatan

fungsional yvang terbag atas tiga sub koordinator;

Sub koordinator, sebagaimana dimaksud pada ayat (1],

terdiri atas !

a. Bub Koordinator Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan,

b. Sub Keordinator Pengendalian Mutu dan Pembinaan
Jasa Konstruksi; dan

c. Sub Koordinator Peralatan.

Sub Koordinator sebagaimana dimaksud pada avat (2],

bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalul kepala

Bidang Pemhinaan dan Pengendalian;

Sub Koordinator schagaimana dimaksud pada aval (2]

mempunyai  tugas sebagaimana tercantum dalam

Lampiran Il yang merupakan bagian tidak tcrpisahkan

dari Peraturan Bupatl inl. fj
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Bagian Keempat
Bidang Bina Marga
Pazal 13

Bidang Bina Marga sebagaimana dimaksud dalam Pasal
5 ayat (1) huruf d, dipimpin oleh Kepala Bidang yang
berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada
Kepala Dinas .

Kepala Bidang Bina Marga sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), mempunvai tugas melaksanakan sebagian
tugas Kepala Dinas dalam perumusan kebijakan teknis,
pengoordinasian, pembinaan, PENgawasan,
pengendalian,  pengelolaan, fasilitasi, evaluasy, dan
pelaporan kegiatan di bidang hina marga.

Untuk melaksanalkan tugas sebagaimana dimaksud
pada ayat (2}, Bidang Bina Marga mempunyai fungsi :

a. perumusan kehijakan teknis di bidang bina marga:

h. pengoordinasian dan  pelaksansan  kegiatan i
bidang bina marga;

¢, pembinaan, pengawasan, dan pengendalian keglatan
di bidang bina marga;

d. pengelolaan dan fasilitasi kegiatan di bidang bina
marga;

e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan di
bidang bina marga; dan

f. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan
aleh Kepala Dinas di bidang bina marga.

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana
dimaksud pada avat (2) dan ayat (3}, Kepala Bidang
Bina Marga mempunyai rincian Lugas :

a. menyusun rencana dan program kegiatan Bidang
Bina Marga berdasarkan peraturan perundang-
undangan dan hasil evaluasi kegiatan tahun
sebelumnya sebagal pedoman pelaksanaan tugas:

b. menjabarkan perintah pimpinan melalui pengkajian
permasalahan dan peraturan perundang-undangan
agar pelaksanaan tugas berjalan efektif dan cfisien;

¢. membagi tugas bawashan sesual dengan jabatan dan
kompetensinva  serta  memberikan  arahan  bak
secara  lisan maupun  lertulis guna  kelancaran
pelaksanaan tugas;

d. melaksanakan koordinasi dan keonsultas dengan
instansi terkait baik wvertikal maupun horizontal
untuk mendapatkan informasi, masukan, seria
dalam rangka sinkromisasi  dan  harmonisasi
pelaksanaan tugas,

e. menelaah dan mengkaji peraturan  perundang-
undangan sesuai lingkup tugasnya sebagal bahan
atau pedoman untuk melaksanakan kegiatan;
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[, menyiapkan konscp kebijakan Kepala Dinas dan
naskah dinas yang berkaitan dengan kegiatan
survey dan perencanaan bina marga, pembangunan
jalan dan jembatan serta pemecliharaan jalan dan
jembatan,

g menyiapkan fasihitas: kegiatan di Lﬁdang bina marga

secara  komprehensil sesual  dengan  peraturan
perundang-undangan;

h. mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan di bidang
bina marga dalam rangka menyusun rencana teknis
kebinamargaan;

1. menyiapkan bahan rekomendasi perizinan dan
pengawasan pemaniastan  jalan  dan  jembatan
beserta utilitasnva;

J. menyelenggarakan inventarisasi dan  pendataan
permasalahan di bidang bina marga sebagal bahan
cvaluasi pelaksanaan kegiatan;

k. melaksanalan pemantauan dan evalunsi
pelaksanaan kegiatan Bidang Bina Marga dengan
cara mengukur pencapaian program kerja vang telah
disusun untuk bahan laporan dan kebijakan tindak
tanjut;

L. mengevaluasi dan menilai prestasi kerja bawahan
berdasarkan sasaran kerja pegawal dan  perilaku
kerja sesuai ketentuan dalam rangks peningkatan
karir, pemberian penghargaan dan sanksi;

m. menyusun laporan pelaksanaan keglatun kepada
pimpinan  sebagai  wujud  akuntabilitas  dan
transparansi pelaksanaan kegiatan;

n. menyvampaikan saran dan pertimbangan  kepad:
pimpinan baik lisan maupun tertulis berdasarkan
kajian agar kegiatan berjalan lancar scrta untuk
menghindari penyimpangan; dan

0. melaksanakan tugas kedinazan lain dari pimpinan
sesual dengan tugas dan fungsi unit kerjanva.

Pasal 14

Susunan Organisasi Bidang Bina Marga sebagaimans
dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d. terdiri atas
kelompok jabatan fungsional vang terbagi atas figa sub
koordinator.

Sub Koordinator, schagaimana dimaksud pada avat (1),
terdiri atas -

a. Sub Koordinator Survey dan Perencanaan Bina Marga;
b. Bub keoordinator Pembangunan Jalan dan Jembatan:

dan

¢, Sub kKoordinator Pemeliharaan Jalan dan JJembatan,
Sub koordinator sebagaimana dimaksud pada aval (2),
bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Kepala
Bidang Bina Marga.

Sub Koordinator sebagaimana dimaksud pada avar (2
mempunyal tugas sebagaimana tercantum  dalam

§
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Lampiran Il vang merupakan bagian tidak terpisahkan
dari Peraturan Bupat: ini.

Bagian Kelima
Bidang Sumber Daya Air
Pasal 15

(1) Bidang Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 5 ayatl (1) huruf e, dipimpin oleh Kepala Bidang
vang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab
kepada Kepala Dinas.

|2] Kepala Bidang Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud
pada avart (1), mempunyai tugas melaksanakan sebagian
tugas Kepala Dinas dalam perumusan kebijakan teknis,
pengoordinasian, pembinaan, PCTIZEWASALL,
pengendalian, pengelolaan, fasilitasi, cvaluasi, dan
pelaporan kegiatan di bidang Sumber Daya Air,

(3] Untuk melaksanakan tugas scbagaimana dimaksud
pada ayat (2), Bidang Sumber Daya Air mempunyai
fungs::

a. perumusan kebijakan teknis di bidang sumber daya
air;

b. pengoordinasian dan  pelaksanaan  kegiatan i
bidang sumber daya air;

c. pembinaan, pengawasan, dan pengendalian kegiatan
di bidang sumber daya air;

d. pengelolaan dan fasilitasi kegiatan di bidang sumber
daya air;

c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan di
bidang sumber daya air ; dan

[ pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan
oleh Kepala Dinas di hidang sumber daya uir

(4) Untuk melaksanakan tugas dan fungsi sechagaimana
dimaksud pada ayat (2] dan ayat (3}, Kepala Bidang
Sumber Daya Air mempunyal rincian [Ugas !

a. menyusun rencana dan program  kKegialan bidang
Sumber Daya Alr berdasarkan peraturan perundang-
undangan dan hasil evaluasi  kegiatun  tahun
sebelumnya sebagal pedoman pelaksanaan tugas,

b, menjabarkan perintah pimpinan melalu penghkajian
permasalahan dan peraturan perun dang-undangan
agar pelaksanaan tugas berjalan efcktil dan efisien;

¢, membagi tugas bawahan sesuai dengan jabatan dan
kompetensinya  serta  memberikan  arahan  baik
gecara  lisan maupun  tertulis guna kelancaran
pelaksanaan tugas,;

d. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan
instansi terkait baik wvertikal maupun horizontal
untuk mendapatkan informasi, masukan, seria
dalam rangka sinkronisasi dan  harmonisasi
pelaksanaan tugas;

G’.-
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menelaah dan mengkaji pératuran  perundang-
undangan scsual lingkup tugasnya scbagal bahan
atau pedoman untuk melaksanakan kegialan;

menyiapkan konsep kebijakan Kepala [Dinas dan
naskah dinas yang berkaitan dengan kegiatan
survey dan perencanaan sumber daya  air,
pembangunan jaringan irigasi dan sungai, dan
operasi pemelinaraan irigasi dan konscrvasi sumber
daya air;

mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan di bidang
sumber daya air;

menyiapkan rekomendasi perizinan yang berkaitan
dengan  pengelolaan  sumber  dava  awr sesum
peraturan perundang - undangan;

melaksanakan inventarisas dan pendataan
permasalahan di bidang sumber dava air schaga
bahan evaluasi pelaksanaan kegiatan;

menvelenggarakan pemeliharaan bangunan
pengairan dalam rangka pengelolaan bangunan dan
pemanfaatannya;

menyusun kebijakan tekmis pengelolaan sumber
daya air berdasarkan kebijakan nasional sumber
dava air dan kebijakan pengelolaan sumber dava ai
provinsi dengan  memperhatikan  kepentingan
kabupaten/ kota sekitar;

menetapkan rencana dan pola pengelolann sumber
daya air serta mclaksanakan pengelolaan sumber
daya air pada wilavah sungai dalam saiu daerah
dengan memperhatikan kepentingan
kabupaten/kota sckitar,

.menyusun  konsep penetapan  dan  pengelolaan

kawasan lindung sumber daya air sesual peraturan
perundang-undangan;

menytapkan rekomendasi IZIN penyediaan,
peruntukan, penggunaan dan péngusahaan  air
tanah serta sumber daya air pada wilayah sungai
dalam satu Daerah sesuail peraturan perundang
undangan;

mengoordinasikan dan menyiapkan pembentukan
Dewan Sumber Daya Air atau dengan nama lain di
tingkat Daerah dan/atau pada wilayah sungai dalam
satu Dacrah;

. menjaga clektifitas, efisiensi, kualitas dan Ketertiban

pelaksanaan pengelolaan sumber daya air pada
wilayah sungai dalam satu Daerah:

mengoordinasikan  dan  menyiapkan  penerbitan
produk  perizinan  teknis  sesual peraturan
perundang-undangan;

melaksanakan pemantaklan dan evaluasi
pelaksanaan kegiatan Bidang Sumber Dayva Mir
dengan cara mengukur pencapaian program kerja

&
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.

yvang tclah disusun untuk bahan laporan dan
kehijakan tindak lanjut;

s. mengevaluasi dan menilan prestas) kena bawahan
berdasarkan sasaran kerja pegawar dan pernlaku
kerja sesuai ketentuan dalam rangka peningkatan
karir, pemberian penghargaan dan sanksi;

L. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan kepada
pimpinan  scbagai  wujud akuntabilitas dan
transparansi pelaksanaan keglatan;

u. menyvampaikan saran dan pertimbangsn kepada
pimpinan baik lisan maupun tertulis berdasarkan
kajian agar kegiatan berjalan lancar serta untuk
menghindan penvimpangan; dan

v. melaksanakan tugas kedinasan lain dar pimpinan
sesual dengan tugas dan fungs: unit kerjanva,

Pasal 16

(1] Susunan Organisasi  Bidang Sumber Dava  Air
sebapaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayar (L) hural e,
terdiri atas kelompok jabatan fungsicnal vang terbage
atas tiga sub koordinator;

(2} Subr Koordinator, sebagaimana dimaksud pada avat (1).

terdin atas :
g, Bub Koordinatoer Survey dan Perencansan Sumber
Daya Air,

. Sub Koordinator Pembangunan Jaringan Irigas) dan
Sungai; dan

¢, BSub Koordinator Operasi Pemeliharaan |rigas) dan
Konservast Sumber Dava Air,

{3) Sub Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat [2),
bertangpung jawab kepada Kepala Dinas melzlu Kepala
Bidang Sumber Daya Air,

(4} Sub Koordinator scbagaimana dimaksud pada ayat (2]
mempunyal  tugas schagaimana  tercantum  dalam
Lampiran 11 vang merupakan bagian tdak terpisahkan
dar Peraturan Bupati ini.

Bagian Keenam
Bidang Cipta Karva
Pasal 17

{1| Bidang Cipta Karya sebagaimana dimaksud dalam Pasal
5 ayat (1) huraf [ dipimpin oleh Kepala Bidang vang
berkedudukan di bawah dan bertanpgung jawab kepada
Kepala Dinas.

(2) Kepala Bidang Cipta Karya sebagaimana dimaksud pada
avat (1), mempunyal tugas melaksanakan sebapgian
tugas Kepala Dinas dalam perumusan kebijakan teknis,
pengoordinasian, pembinaan, PENEZHEWHSAT,

G
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b B |

pengendalian, pengelolaan, fasilitas:, evaluasi, dan
pelaporan Kegiatan di bidang cipta karva,

Untulke melaksanakan tugas pokok sebagaimana
dimaksud pada avat (2}, Bidang Cipla Karva mempunvi
lungsi :

a. perumusan kebijjakan tekms di bidang cipla karva;

b. pengoordinasian  dan  pelaksanaan  kegatan i
bidang cipia karya;

c. pembinaan, pengawasan, dan pengendalian kegiatan
di bidang cipta karva;

d. pengelolaan dan fasilitas) keglatan di bdang cipta
karva;

e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan di
bidang cipta kKarya,; dan

{. pelaksanaan fungsi kedinasan lain vang diberikan
oleh Kepala Dinas di bidang cipta Karva,

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana
dimaksud pada avat [2) dan avat (3), Kepala Bidang
Cipta Karya mempunyai rincian migas :

4. menyusun rencana dan program kegiatan Bidang
Cipta Karya berdasarkan peraturan perundang-
undangan dan  hasil  evaluasi kegiatan  tabun
sebelumnya sebagal pedoman pelaksanaan tugas;

b. menjabarkan perintah pimpinan melalul pengkajian
permasalahan dan peraturan perundang-undangan
agar pelaksanaan tugas berjalan efektl dan elisien;

¢. membagi tugas bawahan sesuai dengan jabatan dan
kompetensinya serta memberikan arahan  baik
secara  lisan maupun  teriulis guna  kelancaran
pelaksanaan tugas,

d. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan
instansi terkait baik vertikal maupun horizontal
untuk mendapatkan informasi, masukan, sceria
dalam rmangka sinkronisasi dan  harmonmsast
pelaksanaan tugas;

e. menelaah dan mengkaji peraturan  perundang-
undangan sesuai lingkup tugasnva sebagar bahan
atau pedoman untuk melaksanakan kegiatan:

f. menyusun konsep kebijakan Kepala Ihnas dan
naskah dinas wang berkaitan dengan kegiatan
survey dan perencanaan cipta karva, bangunan
gsedung, dan penyehatan lingkungen sesuai dengan
peraturan perundang-undangan;

g. menyelengearakan fasilitasi survey dan perencanaan
cipta karva, bangunan gedung dan penyehatan
lmngkungan;

h. menvelenggarakan koordimasi dengan  instansi

terkait  mengenal  pelaksanaan  survey  dan
perencanaan  cipta karva, bangunan gedung dan

8
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penyehatan lingkungan dalam rangka menyusun
rencana teknis cipta karva;

menyiapkan bahan rekomendasi perizinan vang
berkaitan dengan bangunan gedung sesuai
peraturan perundang-undangan;

menyelenggarakan  pemeliharaan  gedung mubk
pemerintah, rumah dinas, dan upaya kKesehatan
Iingkungan dalam rangka pengelolaan bangunan
dan permnanfaatannya;

menyusun konsep penctapan bangunan gedung dan
lingkungannya vyang ditetapkan sebagai cagar
budaya sesuai  dengan  peraturan  perundang-

undangan;

menyelenggarakan pembinaan jasa konstruksi dan
bangunan gedune sesual dengan  peraturan
perundang-undangan;

, merencanakan dan mengoordinasikan penerapan

pencapalan indikator Standar Pelavanan Minimal
(SPM} sesual dengan bidang tugasnya dan peraturan
perundang-undangan;

menyelenggarakan inventarisas: dan  pendataan
permasalaban kegiatan di bidang cipta karva sebagai
bahan evaluas) pelaksanaan kegiatan;

melaksanakan pemantauan dan evaluesi
pelaksanaan kegiatan Bidang Cipra Karva dengan
card mengukur pencapaian program Kerja vang telah
disusun untuk bahan laporan dan kebijakan tindak
lanjut;

mengevaluasi dan menilai prestasi kerja bawahan
berdasarkan sasaran kerja pegawal dan  perilaku
kerja sesuai ketentuan dalam rangka peningkatan
karir, pemberian penghargaan dan sanksi;

menvusun laporan pelaksanaan kegiatan kepada
pimpinan sehagal wijLad akuntahilitas dan
transparansi pelaksanaan keglatan;

menvampaikan saran dan pertimbangan  kepada
pimpinan baik lisan maupun tertulis berdasarkan
kajian agar kegiatan berjalan lancar serta untuk
menghindari penvimpangan; dan

melaksanakan tugas kedinasan lain dar pimpinan
acsual dengan tugas dan fungsi unit kerjanva

Pasal 18

Susunan Organisas) Bidang Cipta Karva sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) hurul [, terdirt atas
kelompok jabatan fungsional vang terbagi atas tgs sub
koordinator;

Sub Koordinator, sebagaimana dimaksud pada ayat [1],
terdiri atas :

a. Sub koordimator Survey dan Perencanaan Cipta

Karya;

&



b. Sub Koordinator Bangunan Gedung; dan
e, Sub Koordinator Penyehatan Lingkungan.

[3) Sub Keordinator sebagaimana dimaksud pada avat {2),

()

(1)

12]

(3)

()

bertanggung jawah kepada Kepala Dinas melalul Kepala
Bidang Cipta Karya:

Sub Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayvat (2)
mempunyal  tugas  sebagaimana  tercantum  dalam
Lampiran Il yvang merupakan bagian tidak terpisahkan
dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketujuh
Bidang Tata Euang

Pasal 19

Bidang Tata Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal
5 ayat (1) huruf g, dipimpin oleh Kepala Bidang yvang
berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada
Kepala Dinas.

Kepala Bidang Tata Ruang sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), mempunyai tugas melaksanakan scbagan
tupas Kepala Dinas dalam perumusan kehijakan tekms,
pengeoordinasian, pembinaan, pENgawassn,
pengendalian, pengelolaan, fasilitasi, evaluasi, dan
pelaporan kegiatan di bidang tata ruang,

Unmuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud
pada ayat {2), Bidang Tata Ruang mempunyei fungsi

a, perumusan kebijakan teknis di bidang tata ruang;

. pengoordinasian dan  pelaksanaan kegatan  di
bidang tata ruang;

¢. pembinaan, pengawasan, dan pengendalian kKegiatan
di bidang tata ruang;

d. pengelolaan dan fasilitasi kegiatan di Indang tata
ruang;

e, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan di
bidang tata ruang; dan

f. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan
olch Kepala Dinas di bidang tata ruang.

Untuk melaksanakan tugas dan [ungsi scbhagaimana
dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Kepala Bidang Tata
Ruang mempunyai rincian tugas -

a. menvusun rencana dan program kegiatan Bidang
Tata Ruang berdasarkan peraturan perundang-
undangan dan hasil cvaluasi kegiatan tahun
sebelumnya sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

b. menjabarkan perintah pimpinan melalu pengkajian
permasalahan dan peraturan perundang-undangan
agar pelaksanaan tugas berjalan efekufl dan efisien;

¢, membagi tugas bawahan sesua dengan jobatan dan
kompetensinya  serta memberikan  arahan  baik
secara lisan meupun tertulis guna Kelancaran
pelaksanaan tugas, i
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melaksanakan koordinasi dan konsultasi denpgan
instansi terkait baik vertikal maupun horizontal
uniuk mendapatkan informasi, masukan, serta
dalam rangka sinkronisasi dan  harmonisasi
pelaksanaan tugas,

menelaah dan  mengkaji peraturan  perundang-
undangan sesual hingkup tugasnyva scbagal bahan
atau pedoman untuk melaksanakan kegiaian,

menyviapkan konsep kebijakan Kepala Dinas dan
naskah dinas vang berkaitan dengan kegiatan
survey dan penataan ruang, pengendalian dan
pemanfaatan ruang serta pertanahan;

menyiapkan fasilitasi survey dan  poréencanaan
penataan ruang, pengendalian dan  pemanfaatan
ruang serta pertanahan;

mengoordinasikan penyusunan rencana detail tata
ruang daerah dan rencana tata ruang kawasan
strategis Dacrah scrta pengkajian dan  evaluasi
terhadap rencana detail tata ruang daerah sesuai
peraturan perundang-undangan;

mengoordinasikan  dan  memantau  pelaksanaan
kegiatan survey dan perencanaan detail tata ruang,
pengendalian  dan  pemanfaatan  ruang  seria
pertanahan;

menyelenggarakan  pembinaan  teknis  mengenal
perencanaan  detaill tata  ruang  sesuwn dengan
peraturan perundang-undangan;

merencanakan dan mengoordinasikan penerapan
pencapatan indikator Standar Pelayanan Mimimal
(SPM) sesuai dengan bidang tugasnya dan peraturan
perundang-undangan,

menyelenggarakan inventarisasi dan  pendataan
permasalahan  kegiatan di  bidang survey dan
perencanaan penataan ruang, pengendalian dan
pemanfaatan ruang serta pertanahan;

melaksanakan PEmMATILALAT dan evaluass
pelaksanaan kegiatan Bidang Tata Ruang dengan
cara mengukur pencapaian program kerja vang telah
disusun untuk bahan laporan dan kebijjakan tindak
lanjut;

mengevaluasi dan menilal prestasi keme bowahan
herdasarkan sasaran kerja pegawail dan perilaku
kerja sesual ketentuan dalam rangka peningkatan
karir, pemberian penghargaan dan sanksi;

menyusun laporan pelaksanaan kegiatan kepada
pimpinan  sebagai  wuwud akuntabilitas dan
transparansi pclaksanaan kegiatan;

menyampaikan saran dan pertimbangan  kepada
pimpinan baik lisan maupun tertulis berdasarkan
kajian agar kegiatan berjalan lancar serta untuk
menghindari penvimpangan; dan &‘



(1)

(2]

[3)

[

(1]

(2]

12

()
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q. melaksanakan tugas kedinasan lain dar pimpinan
sesuai dengan tugas dan fungsi unit kerjanyva

Pasal 20

Susunan Organisasi Bidang Tata Ruang sebagaimana

dimaksud dimaksud Pasal 5 avat (1) hurul g, terdin atas

kelompok jabatan fungsional yang terbagi atas tga sub

koordinator;

Sub Koordinator, sebagaimana dimaksud pada ayat (1},

terdirl atas :

a. Sub Koordinator Survey dan Percncanaan Tata
Fuang;

b. Sub Koordinator Pengendalian dan Pemanfaatan
Ruang; dan

¢, Sub Koordinator Pertanahan.

Sub Koordinator sebagaimana dimaksud pada avat (2],

bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui hepala

Bidang Cipta karya;

Sub Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

mempunyai  tugas sebagaimana tercantum  dalam

Lampiran Il yang merupakan bagian tidak terpisahkan

dari Peraturan Bupail ini.

BAB V
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Bagian Kesatu

Umum
Fasal 21

Kelompok Jabatan Fungsional pada hngkungan Dinas
ditctapkan sesuai dengan kebutubuan dan mempunya
fungsi dan tugas berkaitan dengan pelavanan
[ungsional vyang berdasarkan pada keahlian  dan
keterampilan  tertentu  sesual  peraturan perundang
undangan.

Kelompol Jabatan Fungsional berkedudukan di bawah
dan bertanggung jawab secara langsung kepuda Kepala
Minas, Kepala Bidang dan Sekretaris vang memiliki
keterkaitan dengan pelaksanaan fungsi dan  tugas
Jabhatan Fungsional.

Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dan sejumlah
Pejabat Fungsional jenjang keterampilan dan jenjang
lkkeahlian.

Jumlah, jenis, dan jenjang Jabatan Fungsional
sehagaimana  dimaksud pada  ayat {1}, ditentukan
berdasarkan hasil analisis jabatan dan analisis beban
keria.

(5} Tugas, pembinaan dan pengembangan  Jabalan

Fungsional schagaimana dimaksud pada ayat 1] sesual
ketentuan peraturan perundang-undangarn.



(&)

(1)

(2]

(1)

{2)

Untuk memenuhit kebutuhan  Jabatan  Fungsional
sebagaimana dimaksud pada avat (1) dilakukan sesual
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Pengelolaan Kinerja Pejabat Fungsional

Pagal 23

Pejabat Fungsional melaksanakan fungsi dan tugas
berkaitan dengan  pelayanan  fungsional  yang
berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

Selain melaksanakan fungsi dan tugas sebagaimana
dimaksud pada avat (1) Pejabat Fungsional dapat
diberikan tugas tambahan sebagai Sub koordinator
vang dalam memalankan tugasnva bekerja secara
imndividu dan/atau tim kerja:

Pasal 23

Pejabat Fungsional mclaksanakan fungsi dan tugasnya
secara individu dan/atau berkelompok.

Pelaksanaan fungsi dan tugas secara  berkelompok
sebagaimana  dimaksud pada avat (] dengan
membentuk Tim Kerja,

[3) Tim kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapal

()

(1)

(2]

(1}

(2)

berasal dar Jabatan Fungsional sejenus atau berbagal
latar belakang kompetensi yang ada pada Perangkal
Daerah terschut atau dari luar Perangkat Dacrah

Ketua Tim Kerja sebagaimana dimaksud pada aval (2)
berasal dari unit organisasi pemilik Kinerja.
Pembentukan Tim Kerja sebagaimana dimaksud pada
avat [2) ditetapkan oleh Kepala Perangkat Daerah.

Pasal 24

Pejabat Fungsional melaporkan pelaksanaan fungsi dan
tugasnya secara langsung kepada pimpinan  unit
arganisasi.

Pimpinan unit kerja sewakiu-wakiu berwenang untuk
merinta laporan kepada pejabat fungsional dan/atau
Ketua Tim di lingkungan unit kerjanya

BAEB VI
TATA KERJA

Pasal 25

Kepala Dinas dalam  melaksanakan  lugasnva
berpedoman  pada  ketentuan peraturan  perundang-
undangan.

Dalam melaksanakan lugas Setiap pimpiman  uni
organisasi dan kelompok jabatan [ungsional wanb
menerapkan  prinsip  koordinasi, intcgrasi  dan
sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing

§
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(4

)

(6)

{7

(5}

(=1

(1

2]

3}

{4]

Lt

maupun antar satuan oOrganisas] di lingkungan
pemerintah daerah serta instansi lain di luar
pemerintah daerah sesuai dengan tugas Mmasing-masing.
Setiap pimpinan  unit  organisasi wajib - mengawasi
bawahannya masing-masing.

Dalam hal setelah dilakukan pengawasan sebagaimana
dimaksud pada aval {3] terjadi penyimpangan, pimpinan
unit  organisasi  mengambil langkah-langkah yang
diperlukan sesuai dengan  peraturan perundang-
undangan.

Setiap pimpinan unit organisasi  bertanggung jawab
memimpin dan mengoordinasikan bawahan masing
masing dan memberikan himhingan serta petunjuk bag
pelaksanaan tugas bawahannyva.

Setiap pimpinan unit organisasi wajib mengikutt dan
mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada
atasan masing-masing scrta  menyiapkan laporan
kerkala tepat pada waktunya.

Setiap laporan yang diterima aoleh pimpinan umt
arganisasi dari bawahannys wajib  diolah dan
dipergunakan sebagal bahan untuk peoyusunan
laporan lebih lanjut serta untuk memberikan petunjuk
kepada bawahan.

Dalam menvampaikan laporan kepada pimpinan, wajib
menyampaikan tembusan kepada unit organisasi lain
vang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
Dalam melaksanakan pengendalian keglatan, setiap
pimpinan unit organisasi beserta hawahannya waph
mengadakan rapat berkala.

Pasal 26

Pada unit kerja fungsional ditunjuk Sub koardinator
untuk pelaksanaan tugas dan pengelolaan kegatan,
Sub Koordinator sebapaimana dimaksud pada avat (1}
adalah tugas tambahan vang diberikan kepada pejabal
fungsional vang ditunjuk.

Tugas Sub Koordinator adalah membantu Sekretars
dan Kepala Bidang dalam menyusun perencanan,
pelaksanaan dan pengendalian, pemantauan dan
evaluasi, serta pelaporan kegiatan pada uni kerjanya
sesual lingkup tugas dan fungsinya.

Pada pejabat pengawas vang tidak diselarakan. maka
tetap melaksanakan tugasnya pada unit kerja masing
masing.

BAB VII
KEPEGAWAIAN

Pasal 27

Jenjang  jabatan  dan kepangkatan serta  SusUnan
kepegawaian diatur sesual ketentuan peraturan perundang-
undangan.

¥
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Pasal 28

Jabatan Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Biudang, kepala
Sub Bagian dan Jabatan Fungsional di lingkungan Dinas
diangkat dan diberhentikan oleh Pejabat vang berwenang
sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pazal 20

(1) Dinas wajib menyusun kebutuhan jumlah dan jenis
jabatan aparatur sipil negara berdasarkan  analisis
jabatan dan analisis beban kerja.

(2) Penyusunan kebutuhan jumlah dan jenis jabatan
aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud pada aval
(1) dilakukan untuk jangka waktu 5 (lima tahun vang
diperinci per 1 (saru] tahun berdasarkan prioritas
kebutuhan.

BAB VIII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 30

(1} Untuk menunjang ugas dan fungsi Kepala Bidang
ditunjuk Sub Koordinator yvang berasal dari Pejabat
Fungsional.

(2] Sub Koordinator sebagsimana dimaksud pada avat (1],
dirunjuk oleh Kepala Dinas dengan mendavagunakan
Pejabat Fungsional sesual dengan kompetens: yang
bersangkutan.

{3] Penunjukan Sub Koordinator sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan kepala
Dinas.

Pasal 31

(1) Dalam hal terjadi kekosongan Sub koordinalor, Kepala
Dinas menunjuk Sub Koordinator yang diutamakan
herasal dar Pejabat Fungsional di lingkungan kerjanya.

(2) Dalam hal di lingkungan kerja Dinas tidak terdapai
pejabat  fungsional, maka Kepala Dinas menunjuk
Pelaksana Senior sebagai Sub Koordinator berdasarkan
kompetensi vang dibutuhkan.

(3] Dalam hal Kepala Dinas akan menunjuk Sub
Koordinater vang berasal dari fuar lingkungan kerjanya,
maka Kepala Dinas mengusulkan kepada Sckretans
Daerah melalui perangkalt daerah yang menangani
kepegawalan.

(4) Penunjukan Sub Koordinator sebagaimana dimaksud
pada avat (3] dilaksanakan gsetelah mendapal
persetujuan dari Sckretaris Daerah

Paszal 32

Penunjukan Sub Koordinator  sebagaimana dirnaksud
dalam Pasal 30 dan Pasal 31 disamping memperhatikan

<
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kesesuaian  bidang  tupas dan fungsinya  juga
mempertimbangkan persyaratan administrasi, kesesuaian
kompetensi, kebutuhan jeabatan, kinerja, pengalaman
penugasan, integritas dan moralitas serta  persyaratan
obvektif lainnya.

Pasal 33

Pemberhentian Sub Koordinator dapat dilakukan oleh
Kepala Dinas.

Pasal 34

(1) Sub Koordinator mempunyai  tugas  membantu
Sekretaris dan  Kepala Bidang dalam penyusunan
rencana, pelaksanaan dan pengendalian, pecmantauan
dan evaluasi, serta pelaporan lingkup tugas dan fungsi
unit kerjanya masing-masing,

(2] Disamping melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud
avat (1] Sub Koordinator mempunyal {ugas
mengoordinasikan  pelaksanaan  tugas  kelompok
Jabatan Fungsional sesuai bidang tugas dan fungsinya,

(3) Sub Koordinator dapat diberi  tugas melakukan
penilaian kinerja terhadap pelaksanaan tugas Pejabat
Fungsional sesuai bidang tugas dan fungsinya sesual
peraturan perundang-undangan.

Pasal 35

(1) Dinas dapat membentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah
(UPTD) berdasarkan peraturan perundang-undangan,

(2] Unit Pelaksana Teknis Daerah sebagaimana dimaksuul
pada ayat (1), dipimpin oleh kepala wang
berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab
kepada Kepala Dinas.

(3) Susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja
UPTD sebagaimana dimaksud pada avat (1] diawr
lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB TX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 36

{1) Pada saast Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka
Pejabat Pengawas yvang dilantik berdasarkan Peraturan
Bupati Kendal Nomor 62 Tahun 2016 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi,
serta Tata Kerja pada Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang Kabupaten Kendal sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati
Kendal Nomor 102 Tahun 2020 tentang Perubshan
Kedua Atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 62 Tahun
2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisast, ‘T'ugas
dan Pungsi, serta Tata Kerja pada Dinas Pekerjaan

Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kendal, berlaku
ketentuan sebagai berilat
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a. terhadap Pejabat Pengawas yang udak dilakukan
penvetaraan jabatan ke dalam jabatan fungsional
dalam rangka penyederhanaan struktur Urganisasl,
melaksanakan tugas dan fungsinya berdasarkan
Peraturan Bupati ini;

b. terhadap Pejabat Pengawas yang akan dilakukan
penyetaraan ke dalam jabatan fungsional  tetap
melaksanakan tugas dan fungsinya sampar dengan
dilakukan pelantikan yang bersangkutan ke dalam
Pejabat Fungsional;

{2) Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaeku, maka
Pelaksana di bawah Pejabal Pengawas yang tidak
dilakukan penvetaraan ko dalam jabatan [ungsional
dalam rangka penvederhanaan struktur organisasi
berdasarkan Peraturan Bupati ini, tetap melaksanakan
tugasnya di  bawah  Pejabat  Pengawas  yang
bersangkutan.

(3) Pada saat Peraturan Bupati ini mulal berlaku, maka
Pelaksana di bawah Pejpbat Pengawas vang akan
dilakukan penyetaraan ke dalam jabatan fungsional
dalam rangka penyederhanaan strukwur orgamisasi
berdasarkan Peraturan Bupati  im, melaksanakan
tugasnya dengan ketentuan sebagsi berikut |
a. Pelaksana tetap melaksanakan tugasnya di bBawah

Pejabal Pengawas sampal dilakukan penyederhanaan
struktur organisasi berdasarkan Peraturan Bupati ini:

b. Dalam hal telah dilakukan penyederhanaan struktur
organisasi sebagaimana dimaksud pada hurul @,
maka Pelaksana melaksanakan tugas dibawah
koordinasi Sub Keordinator.

BAB X
KETENTUAN FPENUTUP

Pasal 37

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku Peraturan
Bupati Kendal Momor 62 Tahun 2016 lentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, scria Tata herpa
pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kabupaten Kendal {Berita Daerah Kabupaten kendal Tahun
016 Nomor 62 Seri D No. 14} scbagaimana telah diubuh
heberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Kendal
Nomor 102 Tahun 2020 tentang Perubahan kedua Atas
Peraturan Bupati Kendal Nomor 62 Tahun 2016 tentang
Kedudukan. Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta
Tata Kerja pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan
Ruang Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal
Tahun 2020 Nomor 102) dicabut dan dinvatakan tidak
berlaku.
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Pazal 38

Peraturan Bupati ini  mulai  berlakuo pada  tanggal
diundanglan.

Agar sctiap orang mengetahumnya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati Ini dengan
penempatannya dalam Berita Dacrah Kabupaten hendal

Ditetapkan di Kendal
pada tanggal 29 Desember 2021
BUPATI KENDAL,
Cap ttd

DICO M GANINDUTO
Diundangkan di Kendal
pada tanggal 29 Desember 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KENDAL,

Cap ttd
MOH TOHA

BERITA DAERAH KABUPATEN KENDAL TAHUN 2021 NOMOR &80

Salinan 1a1 dengan aslinya

Hukuwm

Q003 1 006
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LAMPIRAN I

PERATURAN BUPATI KENDAL
NOMOR 80 TAHUN 2021
TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,
TUGAS DAN FUNGSI. SERTA TATA KERJA

PADA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN
PENATAAN RUANG KABUPATEN KENDAL

TUGAS SUB KOORDINATOR PADA

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN KENDAL

Lk

Bidang Pembinaan dan Pengendahan

Sub Koordinator Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan mempunyvai tugas

A,

menyusun program Kegiatan sub koordinator Monitoring, Evaluasi,
dan Pelaporan berdasarkan hasil evaluasi kegiatan tahun
sebelumnya dan peraturan perundang-undangan;

menjabarkan perintah atasan melalui pengkajian permasalahan
dan peraturan perundang-undangan;

melaksanakan koordinasi dengan Kepala Subbagian dan Kepala
Seksi di lingkungan dinas baik secara langsung maupun lidak
langsung untuk mendapatkan masukan, informasi serta untuk
mengevaluasi permasalahan  agar dipercleh  hasil kerja yang

optimal;

menelaah dan mengkaji peraturan perundang- undangan di bidang
pekerjaan umum dan penataan ruang serta regulasi scktoral
terkail lainnya guna mendukung kelancaran pelaksanaan agas,

menyiapkan bahan penyusunan petunjuk  tekms,  petunjuk
pelaksanaan, dan naskah dinas sesual lingkup tugasnya guna
mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan;

melaksanakan koordinasi perencanaan program Kegiatan dan
anggaran;

melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait dalam rangka
analisis dan penilaian pelaksanaan program dan anggaran,

menyiapkan konsep analisa harga satuan pekerjaan di bidang
pekerjaan umum sesuail dengan peraturan perundang-undangan
vang berlaku;

menyiapkan bahan dan menyusun konsep Laporan heterangan
Pertanggungjawaban Bupati [LKPJ), Laporan Kinerja Instansi
Pemerintah (LKjIP), Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah (ERPD),
Tim Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran {TEPRA]),
mclaksanakan monitoring, evaluasi dan pengendalian kualitas
pelayanan publik dan tata laksana,

penyusunan data dan nformasi  ketersediaan/ penggunaan
material dan peralatan;

5
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menyiapkan bahan dan menyusun konsep Standar Operasional
Prosedur (SOP) kegiatan sub koordinator Monitoring, Evaluasi, dan
Pelaporan untuk pemingkatan kualitas pelayanan publik;

meclaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan
sub koordinator Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan .dengan cara
mengukur pencapaian program kerja yang telah disusun untuk
bahan laporan dan kebijakan tindak lanjut;

menyusun laporan pelaksanaan kegiatan kepada pimpinan sehagas
wujud akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan kegiatan,
menvampaikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan baik

lisan maupun tertulis berdasarkan kajian agar kegiatan berjalan
lancar serta untuk menghindari penyvimpangan; dan

melaksanakan tugas kedinasan lain dari pimpinan sesual dengan
tugas dan fungsi unit kerjanya.

Sub Koordinator Pengendalian Mutu dan Pembinaan Jasa kKonstruksi
mempunyai tugas ;

A.

menyusun rencana dan  program kegiatan sub  koordinator
Penpendalian Mutu dan Pembinaan Jasa Konstruksi berdasarkan
peraturan perundang-undangan dan hasil evaluasi kegiatan tahun
sebelumnya sebagal pedoman pelaksanaan tugas;

menjabarkan perintah pimpinan melalui pengkajian permasalaban
dan peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas
berjalan efektil dan efisien;

melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkail
baik vertikal maupun horizontal untuk mendapatkan informasi,
masukan, serta dalam rangka sinkronisasi dan harmonisasi
pelaksanaan tugas;

menelaah dan mengkaji peraturan perundang- undangan scsual
lingkup tugasnva secbagai bahan atau  pedoman  untuk
melaksanakan kegiatan,

menyiapkan bahan penyusunan petunjuk  teknis, perunjuk
pelaksanaan, dan naskah dinas sesual lingkup tugasnya guna
mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan;

melaksanakan pengujian dan memberikan rekomendasi uji bahan
dan hasil konstruksi yang memenuhi syarat teknis di bidang
pekerjaan wmun;

melaksanakan pemeliharaan dan pemanfaatan alat laboratorium;
menpgelola kepiatan pengujian teknis sesual dengan  Standar
Nasional Indonesia atau aturan vang berlaku;

menviapkan bahan koordinasi pelaksanaan kegatan pengendalian
mutu dan pembinaan jasa konstruks) dalam rangka kelancaran
pelaksanaan tugas;

melaksanakan inventarisasi dan pendataan permasalahan bidang
pengujian mutu sebagai bahan evaluasi pelaksanaan keglatan;
melaksanakan koordinazi dengan unit kerja yvang melaksanakan
fungsi layvanan pengadaan dan Lavanan Pengadaan Secara
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Sub

A0

Elektronik (LPSE] Dacrah dalam rangka pengadaan barang dan
jasa Dinas sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
melaksanakan pembinaan, sosialisasi dan bimbingan tentang jasa
konstruksi di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang,
meclaksanakan pelatihan dan fasilitasi sertifikasi tenaga terampil
konstruksi;

melaksanakan pengelolaan operasional dan penyvediaan perangkat
pendukung lavanan informasi jasa konstruksi,

menyediakan data dan informasi proyek, Bidang PUPR vang dapal
dilaksanakan dengan skema KPDBU, profil dan  tertdb
penvelenggaraan  pekerjaan konstruksi, kecelakaan kerja dan
kegagalan bangunan konstruks:;

menviapkan bahan penyelenggaraan pelatihan untuk Peningkatan
Kapasitas Administrator SIPJAKIL;

melaksanakan bimbingan teknis |, pengawasan dan evaluasi
tentang Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib
Pemanfaatan Jasa Konstruksi,

menyiapkan bahan dan menyusun konsep Standar Operasional
Prosedur (S0P kegiatan pada sub koordinator Pengendalhan Mutu
dan Pembinaan Jasa Konstruksi untuk peningkatan kualitas
pelavanan publik;

menvusun laporan pelaksanaan kegiatan kepada pimpinan sebaga
wiljud akuntabilitas dan transparans) pelaksanaan kegiatan;
menyampaikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan bak
lisan maupun tertulis berdasarkan kajian agar kegatan berjalan
lancar serta untuk menghindari penyimpangan; dan

melaksanakan tugas kedinasan lain dari pimpinan sesuai dengan
tugas dan fungsi unit kerjanya.

Koordinator Peralatan mempunyai tugas |

menyusun  rencana dan  program  kegiatan sub keordinator
Peralatan berdasarkan peraturan perundang- undangan dan hasil
cvaluasi  kegiatan tahun  sebelumnya  sebagai  pedoman
pelaksanaan tugas;

menjabarkan perintah pimpinan melalui pengkajian permasalahan
dan peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan  (ugas
herjalan efektif dan efisien;

melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkail
baik vertikal maupun herizontal untuk mendapatkan inlormasi,
masukan, serta dalam rangka sinkronisasi dan harmonisasi
pelaksanaan tugas;

menelaah dan mengkaji peraturan perundang- undangan sesual
lingkup tugasnya scbagai bahan atau pedoman  untuk
melaksanakan Kegiatan;

menyiapkan bahan penyusunan  petunjuk  leknis, petunjuk
pelaksanaan, dan naskah dinas sesuzi lingkup lugasnya gunad
mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan;

menginventarisasi kebutuhan peralatan, sarana dan prasarana di
bidang pekerjaan umum dan penataan ruang,

o]
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menyiapkan bahan koordinasi pelaksanaan kegiatan pengadaan
peralatan, sarana dan prasarana dan pemeliharaan peralatan di
bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;

menyiapkan bahan rencana kebutuhan peralatan di  bidang
pekerjaan wmum dan penaiaan ruang,

melaksanakan pemeliharaan peralatan di lingkungan Dinas;
melaksanakan proscs Pengadaan Alat Besar,

menyiapkan bahan penyvediaan jasa pemeliharaan, biaya
pemeliharaan dan perizinan alat besar;

menyiapkan bahan dan menyusun konsep Standar Uperasional
Prosedur (SOP] kegiatan sub koordinator Peralatan untuk
peningkatan kualitas pelavanan publik;

melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan keglatan
sub koordinator Peralatan dengan cara mengukur pencapalan
program kerja yang telah disusun untuk bahan laporan dan
kebijakan tindak lanjut;

menyusun laporan pelaksanaan kegiatan kepada pimpinan schags
wujud akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan kegatan,
menvampaikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan baik
lisan maupun tertulis berdasarkan kajian agar kegiatan berjalan
lancar serta untuk menghindari penyimpangan; dan

melaksanakan tugas kedinasan lain dari pimpinan gegual dengan
tugas dan fungsi unit kerjanya.

Bidang Bina Marga

Sub Koordinator Survey dan Perencanaan Bina Marga mempunyai Lugas |

.

menyusun rencana dan program kegiatan sub koordinator Survey
dan Perencanaan Bina Marga berdasarkan peraturan perundang-
undanesan dan hasil evaluasi kegiatan tahun sebelumnva sebagal
pedoman pelaksanaan tugas;

menjabarkan perintah pimpinan melalui pengkajian permasalahan
dan peraturan perundang-undangan agar pelaksansan  tugas
berjalan efektf dan efislen;

melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkail
baik vertikal maupun horizontal untuk mendapatkan informass,
masukan, serta dalam rangka sinkronisasi dan harmonisasi
pelaksanaan tugas;

menelaah dan mengkaji peraturan perundang- undangan scsua

lingkup tugasnva sebagai  bahan atau  pedoman vtk
melaksanakan keglatan,

menyiapkan bahan penyusunan petunjuk tcknis, petunjuk
pelaksanaan, dan naskah dinas sesuai lingkup tugasnya guna
mendukung kelancaran pelaksanaan kegatan;

melaksanakan inventarieasi dan pendataan permasalahan scksi
survey dan perencanaan bina marga sebagal bahan evaluasi
pelaksanaan kegiatan:

menyiapkan bahan dan melaksanakan kegatan  survey dan
perencanaan teknis dalam rangka menyusun rencana e ks
kebinamargaan; {3
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h.

I,

EH)

menginventarisasi dan menyusun data jumlah jalan nasional,
provinsi, kabupaten yang ada di wilayah Dacrah;

menyusun laporan hasil survey dan perencanaan bina marga
secbagal dasar pengambilan kebijakan tindak lanjur;

fasilitasi penyusunan rencana, kebijakan, dan strateg
pengembangan  jaringan  jalan  serta  perencanaan  teknis
penvelenggaraan jalan dan jembatan;

melaksanakan pengelolaan leger jalan;
melaksanakan survey kondisi jalan/jembaltan;

melaksanakan pemantauan evaluasi, dan pengawasan
penvelenggaraan jalan/ jembatan;

menviapkan bahan dan menyusun kensep Standar Operasional
Prosedur [S0F) kegiatan sub koordinator Survey dan Perencanaan
Bina Marga untuk peningkatan kualitas pelayanan publik;

melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan
sub koordinator Survey dan Perencanaan Bina Marga dengan cara
mengukur pencapaian program kerja yang telah disusun untuk
bahan laporan dan kebijakan tindak lanjut;

menyusun laporan pelaksanaan kegiatan kepada pimpinan sebagai
wujud akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan kegiatan,;
menyampaikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan baik

lisan maupun tertulis berdasarkan kajian agar kegiatan berjalan
lancar serta untuk menghindari penyimpangan; dan

melaksanakan tugas kedinasan lain dari pimpinan sesuai dengan
tugas dan fungsi unit kerjanya.

Sub Keordinater Pembangunan Jalan dan Jembatan mempunyai tugas |

H.

menvusun rencana dan program  Kegiatan sub  Koordinator
Pembangunan Jalan dan Jembatan berdasarkan peraturan
perundang-undangan dan  hasil  evaluast  kegatan  tahun
sebelumnya sebagail pedoman pelaksanaan tugas:

menjabarkan perintah pimpinan melalui pengkajian permasalahan
dan peraturan perundang-undangan agar pelaksanoan  tugas
berjalan efektf dan efisien;

membagi  tugas bawahan scsuai dengan  jabatan  dan
kompetensinya serta memberikan arahan baik secara  lisan
maupun tertulis guna kelancaran pelaksanaan tugas;
melaksanakan koordinasi dan konsuliasi dengan instansi terkals
baile vertikal maupun horizontal untuk mendapatkan informasi,
masukan, serta dalam rangka sinkronisasi dan harmonisasi
pelaksanaan tugas;

menelaah dan mengkaji peraturan perundang- undangan sesual
lingkup tugasnya schagai bahan  atau pedoman untuk
melaksanakan kegatan;

menyiapkan bahan penyusunan petunjuk  teknis, petunjuk
pelaksanaan, dan naskah dinas sesuai lingkup tugasnya guna
mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan;
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menyiapkan bahan fasilitasi kegiatan pembangunan jalan dan
jembatan,

menyiapkan bahan koordinasi pelaksanaan kegiatan
Pembangunan Jalan dan Jembatan dalam rangka menyusun
rencana teknis kebinamargaan,

mengoordinasikan dan memantau kegiatan teknis pembangunan
jalan dan jembatan;

melaksanakan [asilitasi pembangunan, rekonstrukai  dan
rehabilitas: jalan kabupaten,

melaksanakan pembangunan, penggantian dan  pelebaran
jembatan kabupaten;

melaksanakan penanggulangan bencana/tanggap  darurat
kabupaten,;

melaksanakan inventarisasi dan pendataan permasalahan sub
koordinator Pembangunan Jalan dan Jembatan dalam rangka
pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan;

menyiapkan bahan dan menyusun konsep Standar Operasional
Prosedur (SOP] kegiatan sub koordinator Pembangunan Jalan dan
Jembatan untuk peningkatan kualitas pelayanan publik;
melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan
sub keoordinator Pembanpgunan Jalan dan Jembatan dengan cara
mengukur pencapaian program kerja yang telah disusun untuk
bahan laporan dan kebjjakan tindak lanjut;

menyusun laporan pelaksanaan kegiatan kepada pimpinan sebagal
wujud akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan kegiatan;
menyampaikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan baik
lisan maupun tertulis berdasarkan kajian agar kegiatan berjalan
lancar serta uniuk menghindari penyimpangan: dan

melaksanakan tugas kedinasan lain dari pimpinan sesuai dengan
tugas dan fungsi unit kerjanya.

Koordinator Pemeliharaan Jalan dan Jembatan mempunyal tugas :
menyusun rencana dan  program  kegiatan sub  koordinator
Pemeliharaan Jalan dan  Jembatan berdasarkan peraturan
perundang-undangan dan  hasil  evaluasi  kegiatan  tahun
sebelumnya sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

menjabarkan perintah pimpinan melalul pengkajian permasalahan
dan peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan  tugas
berjalan efektif dan efisien;

melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkail
bail vertikal maupun horizontal untuk mendapatkan informasi,
masukan, serta dalam rangka sinkronisasi dan  harmonisasi
pelaksanaan tugas;

menclagh dan mengkaji peraturan perundang- undangan sesual
linglkup tugasnya sebagai  bahan atau  pedoman untuk
melaksanakan kegatan;
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menyiapkan bahan penyusunan petunjuk  teknis, petunjuk
pelaksanaan, dan naskah dinas sesual lingkup tugasnya guna
mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan;

menyiapkan bahan fasilitasi kegiatan pemcliharaan jalan dan
jembatan;

menyviapkan bahan koordinasi pelaksanaan kegiatan pemelibaraan
jalan dan jembatan dalam rangka menyusun rencdna teknis
kelninamargaan;

melaksanakan inventarisasi dan pendataan permasalahan dalam
rangka pemeliharaan jalan dan jembatan,

melaksanakan monitoring jalan dan jembatlan secara berkala guna
mengetahui  kondisi riill scbagai bahan perencanaan kegiatan
pemeliharaan rutin

memiasilitasi dan melaksanakan pemeliharaan  berkala dan
pemeliharsan rutin Jalan kabupaten |

memfasilitasi dan melaksanakan pemelibaraan Rutin,
pemeliharaan berkala dan rehabilitasi Jembatan kabupaten;
menyiapkan bahan dan menyusun konsep Standar Operasional
Prosedur [SOP) kegiatan pada sub keordinator Pemeliharaan Jalan
dan Jembatan untuk peningkatan kualitas pelayanan publik;
melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kKegatan
sub koordinator Pemeliharaan Jalan dan Jembatan dengan cara
mengukur pencapaian program kerja yang telah disusun untuk
bahan laporan dan kebijakan tindak lanjut;

menyusun laporan pelaksanean kegiatan kepada pimpinan sebagai
wijud akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan kegiatan:
menyampaikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan baik
lisan maupun tertulis berdasarkan kajian agar kegalan berjalan
lancar serta untuk menghindari penyimpangan; dan
melaksanakan tugas kedinasan lain dari pimpinan sesuai dengan
tugas dan fungs: unit kerjanya.

Bidang Sumber Daya Air

Sub Koordinator Survey dan Perencanaan Sumber Daya AdT TEm puUnyal
fugas |

menyusun rencana dan program kegiatan sub koordinator Survey
dan Perencanaan Sumber Daya Air berdasarkan peraturan
perundang-undangan dan  hasil evaluasi  kegiatan tahumn
sebelumnya sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
menjabarkan perintah pimpinan melalui pengkajian permasalahan
dan peraturan  perundang-undangan  agar pelaksansan  Tugas
berjalan efektif dan cfisien;
melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkail
baik vertikal maupun horizontal untuk mendapatkan mlormasi,
masukan, serta dalam rangka sinkronisas1 dan  harmonisasi
pelaksanaan tugas;

§
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menelaah dan mengkaji peraturan perundang- undangan sesuai
linglktup tugasnya sebagai bahan atau  pedoman  untuk
melaksanakan kegiatan;

menviapkan bahan penyusunan petunjuk  teknis,  perunjuk
pelaksanaan, dan naskah dinas sesuai lingkup tugasnyva guna
mendukung kelancaran pelaksanaan keglatan;

melaksanakan inventarisasi dan pendataan permasalahan kegiatan
survey dan perencanaan sumber dava air sebagal bahan evaluas
pelaksanaan kegiatan;

menyiapkan bahan dan melaksanakan kegiatan survey dan
perencanaan teknis dalam rangka menyusun rencana  teknis
sumber daya air;

menyusun Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup
untuk konstruksi irigsi, bendung, embung, bangunan penampung
air lainnya, dan bangunan konstruksi air tanah dan air baku;
menyusun pola Rencana Pengelolaan Evaluasi dan Rekomendasi
Teknis (Rekomtek) pemanfaatan SDA W8 Kewenangan Daerah;
memfasilitasi kegiatan rehabilitasi pintu air/ bendung pengendali
banjir;

melaksanakan pembinaan, pemberdayaan  koordinasi  dan
sinkronisasi peningkatan kapasitas kelembagaan pengelolaan SDA
kewenangan Daerah;

melaksanakan pengelolaan dan pengawasan alokasi air ingas:;
melaksanakan dan memfasilitasi pengelolaan hidrolog  dan
kualitas air wilavah sungai kewenangan kabupaten/ kota;
melaksanakan monitoring kegiatan bidang sumber daya air]
menyiapkan bahan dan menyusun konsep Standar Operasiomal
Prosedur (S0OP) kegiatan sub keoordinator Survey dan Perencanaan
Sumber Daya Air untuk peningkatan kualitas pelayanan publik;
melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan
sub koordinator Survey dan Perencanaan Sumber Daya Air dengan
cara mengukur pencapaian program kKerja yang telabh disusun
untuk bahan laporan dan kebijakan tindak lanjut;

menyusun laporan pelaksanaan kegiatan kepada pimpinan sebagai
wijud akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan kegiatan:
menyampaikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan balk
lisan maupun tertulis berdasarkan kajpan agar kegiatan berjalan
lancar serta untulk menghindan penyimpangan; dan

melaksanakan tugas kedinasan lain dari pimpinan sesua dengan
tugas dan fungsi unit kerjanya.

Sub Koordinator Pembangunan Jaringan Irigasi dan Sungar mempunyai
tLgas

menyusun  rencana dan  program  kegiatan sub  koordinator
Pembangunan Jaringan Irigasi dan Sunpgai berdasarkan peraturan
perundang-undangan dan  hasil evaluasi  kegiatan  tabun
schelumnya sebagai pedoman pelaksanaan tugas,
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menjabarkan perintah pimpinan melalui pengkajian
permasalahan  dan  peraturan  perundang-undangan @ #gar
pelaksanaan tugas berjalan efektif dan efisien,

melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait
baik vertikal maupun herizontal uniuk mendapatkan informasi,
masukan, serta dalam rangka sinkronisasi dan harmonisasi
pelaksanaan tugas;

menclaah dan mengkaji peraturan perundang- undangan sesual
lingkup tugasnya sebagai bahan atau pedoman  untuk
melaksanakan kegiatan;

menyiapkan bahan penyusunan petunjuk tcknis, petunjuk
pelaksanaan, dan naskah dinas sesual lingkup tugasnya guna
mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan;

menyiapkan bahan fasilitasi kegiatan pembangunan jaringan
irigasi  dan  sungali melall penyediaan,  penggunaan,
pengembangan dan pengusahaan jarnngan irigasi yang ditetapkan
pada setiap wilayah sungai,

menyiapkan bahan koordinasi pelaksanaan kegiatan
pembangunan  jaringan irigasi  dan  sunga  dalam  rangka
menyusun rencana leknis pembangunan jaringan irigasi dan
sungai di Daerah;

memfasilitasi pelaksanaan pembangunan jaringan irigasi dan
sungai melalui  konsultasi publik, survey, investigasi, dan
perencangan serta berdasarkan kelayakan tcknis, lingkungan
hidup, dan ekonomi;

menviapkan bahan rekomendasi kepada badan ussha atau
perseorangan sesuai peraturan perundang-undangan;
memfasilitasi pembangunan tanggul sungai, bangunan perkuatan
tehing, pintu air/ bendung pengendalb banjr, stasiun pompa
banjir dan chek dam;

memfasilitasi kegiatan rehahilitasi embung, sumur  anr tanah
untuk air baku, unit air baku, tanggul sungal, bangunan
perkuatan tebing, stasiun pompa banjir, polder kolam retensi, dan
chek dam;

memfasilitasi kegiatan peningkatan tanggul sungai, bangunan
perkuatan tebing, pintu air/ bendung pengendali banjir, stasiun
pompa banjir, dan chek dam;

melaksanakan kegiatan normalisasi/ Restorasi Sungai;
memfasilitasi pembangunan infrastruktur pelindung mata air,
jaringan irigasi permukaan, bendung irigasi, jaringan irigasi
tambak, dan sumur jaringan irigasi air tanah;

memfasilitasi dan melaksanakan kegiatan rehabilitasi bendung
irigasi, jaringan ingas tambak, sumur jaringan irigasi air tanah,
dan jaringan irigasi air tanah;

memfagilitasi kegiatan peningkatan jaringan irigasi permukaar,
bendung irigasi, jaringan irigasi tambak, sumur jaringan irigas)
air tanah, dan jaringan irigasi air tanah;

menyiapkan bahan dan menyusun konsep Standar Operasional
Prosedur (SOP) kegiatan sub koordinator Pembangunan Jaringan

i
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Itigasi dan Sungai untuk peningkatan kualitas pelayanan publik;
melaksanakan permnantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan
sub koordinator Pembangunan Jaringan Irigasi dan Sunga
dengan cara mengukur pencapalan program kerja yang telah
disusun untuk bahan laporan dan kebijakan tindak lanjut;
menyusun laporan pelaksanaan kegiatan kepada pimpinan
sebagai wujud akuntabilitas dan transparansi pelaksansan
kegiatan;

menyampaikan saran dan pertimbangan kepada pimpinsn baik
lisan maupun tertulis berdasarkan kajian agar kegiatan berjalan
lancar serta untuk menghindari penyimpangan; dan
melaksanakan tugas kedinasan lain dar pimpinan sesuai dengan
tugas dan fungsi unit kerjanya

Sub Koordinator Operasi Pemcliharaan Irigasi dan Kenservasi Sumber
Daya Alr mempunyai tugas :

£

menyusun rencana dan  program kegiatan sub  koordinator
Operasi Pemeliharaan lrigasi dan Konservasi Sumber Daya Air
berdasarkan peraturan perundang- undangan dan hasil evaluasl
kegiatan tahun sebelumnya sebagai pedoman pelaksanaan tugas:
menjabarkan perintah plmpinan melalui pengkajian
permasalaban dan  peraturan perundang-undangan  agar
pelaksanaan tugas berjalan efektif dan efisien;

melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkai
haik vertikal maupun horizontal untuk mendapatkan informasi,
masukan, serta dalam rangka sinkronisasl dan harmonisasi
pelaksanaan tugas;

menelaah dan mengkaji peraturan perundang undangan sesua
lingkup tugasnya sebagai bahan atau pedoman untuk
melaksanakan kegiatan;

menyiapkan bahan penyvusunan  petunjuk teknis, petunjuk
pelaksanaan, dan naskah dinas sesuai lingkup tugasnya guns
mendukung kelancaran pelaksanaan keglatan;

menyiapkan bahan fasilitasi kegiatan Operasi Pemeliharaan
[rigasi dan Konservasi Sumber Dava Air melaha  kegiatan
perlindungan dan pelestarian sumber air, pengawetan alr, seria
pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air dengan
mengacu pada pola pengelolaan sumber daya air yang ditetapkan
pada setiap wilayah sungai;

melaksanakan kegiatan operasi pemeliharaan jaringan irgasi dan
sungai sesuai dengan ketentuan yang berfaku;

menyiapkan bahan koordinasi pelaksanaan kegatan konservasi
sumber daya air dalam rangka menyusun rencand ieknis
pengelolaan sumber daya air;

memfasilitasi pelaksanaan upaya perlindungan dan peletarian
sumber air melalui kegiatan pemeliharaan kelangsungan fungsi
resapan air dan daerah tangkapan air, pengendalian pemanfaatan
sumber air, pengisian air pada sumber air;

melaksanakan pengaturan sarana dan  prasarana sanitasi,
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perlindungan sumber air dalam hubunganya dengan kegiatan
pembangunan dan  pemanfsatan  lahan  pada sumber air,
pengendalian pengelolaan tanah di daerah hulu, serta pengaturan
daerah resapan sumber air;

memfasilitasi pelaksanaan upaya pengawetan air dengan cara
menyimpan air vang berlebihan di saat hujan untuk dapat
dimanfaatkan pada waktu diperlukan, upaya penghematan air
dengan pemakaian vang clisien dan clekuf, mengendalikan
penggunaan air tanah;

memfasilitasi pelaksanaan upaya pengelolaan kualitas alr dengan
cara memperbaiki kualitas air pada sumber air dan prasarana
sumber daya air;

memiasilitasi pelaksanaan upaya pengendalian pencemaran Alr
denpan cara mencegah masuknya pencemaran air pada sumber
air dan prasarana sumber dava air;

mengawasi orang atau badan usaha yang melakukan kegiatan
vang mengakibatkan rusaknya sumber air dan prasarananyd,
menpggangu  upaya pengawetan air, dan mengakibatkan
pencemaran air;

melaksanakan operasi dan pemeliharaan bendungan, bendung
itigasi dan infrastruktur untuk melindungi mata air;
melaksanakan operasi dan pemeliharaan embung  dan
penampung air lainnya, embung air baku dan umt air baku;
melaksanakan operasi dan pemeliharaan sungai, tanggul dan
tebing sungai;

melaksanakan operasi dan pemeliharaan stasiun pompa air,
polder/ kolam retensi dan chek dam;

melaksanakan operasi dan pemcliharaan  jaringan  irigasi
permukaan, jaringan irigasi tambak, unit pengelola irigasi, sumur
jaringan irigasi air tanah dan jaringan irigasi air tanah;
memifasilitasi kegiatan rehabilitasi jaringan irigasi permukaan;
menyiapkan bahan dan menyusun konsep Standar Operasional
Prosedur {SOP) kegiatan sub keordinator Operasi Pemeliharaan
Irigasi dan Konservasi Sumber Daya Air untuk peningkatan
kualitas pelayanan publik;,

melaksanakan pemantavan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan
sub koordinator Operasi Pemelharaan [rigasi dan honservasi
Sumber Daya Air dengan cara mengukur pencapaian progran
kerja yang telah disusun untuk bahan laporan dan kebijakan
tindalk lanjut;

menvusun laporan pelaksanaan kegiatan kepada pimpinan
sebagai wujud akuntabilitas dan  transparansi  pelaksanaan
kegiatan,

menyampaikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan baik
lisan maupun tertulis berdasarkan kajian agar kegiatan berjalan
lancar serta untuk menghindari penyimpangan; dan
melaksanakan tugas kedinasan lain dan pimpinan sesuai dengan
tugas dan fungsi unit kerjanya.
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Bidang Cipta harya

Sub Koordinator Survey dan Perencanaan Cipta karva mempunya

tugas !

a, menyusun rencana dan program keglatan sub koordinator Survey
dan Perencanaan Cipta Karya berdasarkan peraturan perundang-
undangan dan hasil evaluasi kegiatan tahun sebelumnya sebagai
pedoman pelaksanaan fugas;

b menjabarkan perintah pimpinan melalui pengkajian
permasalaban  dan  peraturan  perundang-undangan - agar
pelaksanaan tugas berjalan efektf dan efisien;

f; melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan instanst terkait
haik vertikal maupun horizontal untuk mendapatkan informasi,
masukan, serta dalam rangka sinkronisasi dan harmonisasi
pelaksanaan LUgas;

d. menelaah dan mengkaji peraturan perundang- undangan sesuai
lingkup tugasnva sebagai bahan atau pedoman  untuk
melaksanakan kegiatan,

£. menyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis, petunjuk
pelaksanaan, dan naskah dinas sesuai lingkup tugasnya puna
mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan;

[ membuat  desain  awal konstruksi, perhitungan kekuatan
konstruksi, rencana biaya/estimasi biaya pembangunan dan
pemeliharaan bangunan serta gedung milik pemerintaby dacrah
sesuai dengan pedoman teknis pembangunan bangunan gedung
negara beserta prasarana lingkungannya;

2. melaksanakan penelitian, analisa, dan verifikasl perencanaan
kostruksi vang dibuat perangkat daerah;
b melaksanakan kegiatan penelitian/survey harga dan jenis buhan

hangunan vang dipergunakan;

1. melaksanakan survey, penelitian dan pengkajian dokumen teknis;

X melakukan pembinaan dan pengawasan Kegiatan pembangunan
dan peningkatan pemeliharaan bangunan dan gedung milik
permerintah  Daerah serta permukiman dan sarana prasarand
lingkungannya;

k. fasilitasi penvusunan Rencana, Kebijakan, Strategy dan Tekmis
Sistem Drainase Perkotaan dan lingkungan;

i fasilitasi penyusunan Rencana, Kebijakan, Strateg dan Tekms
Sistem Penpelolaan Air Limbah Domestik dalam Daerah
Kabupatet;

m. melaksanakan monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan seria
fasilitasi bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara
Daerah Kabupaten/RKota

1. penyusunan Outline Plan pada kawasan Genangan;

o, menyiapkan bahan dan menyusun konsep Standar Operasional
Prosedur (SOP) kegiatan sub koordinator Survey dan Perencanaan
Cipta Karyva untuk peningkatan kualitas pelayanan publik;

P melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan
sub koordinator Survey dan Perencanaan Cipta karyva dengan
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cara mengukur pencapaian program kerja yang telah disusun
untuk bahan laporan dan kebijakan tindak lanjut;

menvusun laporan pelaksanaan kegiatan kepada pimpinan
sebagai wujud akuntabilitas dan transparansi  pelaksanaan
kegiatan,

menyampaikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan baik
lisan maupun tertulis berdasarkan kajian agar kegiatan berjalan
lancar serta untuk menghindan penyimpangan; dan
melaksanakan tugas kedinasan lain dari pimpinan sesuai dengan
tugas dan fungsi unit kerjanya

4.2 Sub Koordinator Bangunan Gedung mempunyal  Lugas

.

menyusun rencana dan  program  kegiatan sub  koordinator
Bangunan Gedung berdasarkan peraturan perundang-undangan
dan hasil evaluasi kegiatan tahun sebelumnya sebagal pedoman
pelaksanaan tugas;

menjabarkan perintah pimpinan melalui pengkajian
permasalahan  dan  peraturan  perundang-undangan - agar
pelaksanaan tugas berjalan efekiil dan clisien;

melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait
baik vertikal maupun horizontal untuk mendapatkan informasi,
masukan, serta dalam rangka sinkronisasi dan harmonisasi
pelaksanaan tugas;

menelaah dan mengkaji peraturan perundang- undangan sesuai
lingkup tugasnya sebagai bahan atau pedoman untuk
melaksanakan kegiatan;

menviapkan bahan penyusunan petunjuk teknis, petunjuk
pelaksanaan, dan naskah dinas sesuai lingkup tugasnya guna
mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan;

menviapkan bahan rekomendasi pemberian izin mendirikan
bangunan (IMB] dan sertifikasi laik fungsi bangunan gedung
scsUai peraturan perundang-undangan;

melaksanakan penataan bangunan dan lingkungan sesuai dengan
peraturan perundang-undangan;

melaksanakan penyelenggaraan bangunan gedung yang menjamin
keandalan teknis dari sisi keselamatan, keschatan, kenyamanan,
dan kemudahan serta fungsi bangunan gedung sesual dengan
peruntukan lokasi yang diatur dalam peraturan perundang-
undangan;

melaksanakan pengawasan pembangunan  gedung  setelah
rencana teknis bangunan gedung disetujui Pemerintah Dacrah
dalam bentuk lzin Mendirikan Bangunan (IMBj;
mengoordinasikan kegiatan pengesahan rencana teknis bangunan
gedung untuk kepentingan umum,;

melaksanakan koordinasi dengan pihak terkait dalam penctapan
sanksi administratif bagi pemilik dan/atau penpgeuna vang tidak
memenuhi kewajiban pemenuban fungsi, dan/atau persyvaratan,
dan/atau penvelenggaraan bangunan gedung;
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mengusulkan  bangunan gedung yang dapatl dibongkar
berdasarkan kajian teknis;

melaksanakan pemberdayaan masyarakat dalam penataan
hangunan dan lingkungan,

melaksanakan fasilitasi penataan dan pemeliharaan bangunan
dan lingkungan;

melaksanakan fasilitasi penyelenggaraan  penerbitan lzin
Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi [SLF). peran
Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan
Gedung, serta Implementasi SIMBG;

melaksanakan pemeriksaan Kelaikan Fungsi Rumah Tinggal
Tunggal dan Rumah Deret dalam rangka Penerbitan Sertilikat
Laik Fungsi;

melaksanakan fasilitasi perencanaan, pembangunan,
PENEAWASAN, pernanfaatan, pemeliharaan dan  perawatarn
bangunan gedung Daerah;

melaksanakan fasilitasi rehabilitasi, Renovas) dan Ubahsuai
Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Dacral:
melaksanakan fasilitasi pendaftaran Huruf Dafiar Nomor (HDNo)
Bangunan Gedung Negara,

melaksanakan penyusunan regulasi terkait Bangunan Gedung
Daerah;

menyiapkan bahan dan menyusun konsep Standar Operasional
Prosedur (30P) kegiatan sub koordinator Bangunan Gedung
untuk peningkatan kualitas pelayanan publik;

melaksanakan pemantauvan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan
sub koordinator Bangunan Gedung dengan cara mengukur
prncapalan  program kerja yang telah disusun untuk bahan
laporan dan kebijakan tindak lanjut;

menyusun laporan pelaksanaan kegiatan kepada pimpinan
sebagai wujud akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan
kegiatan,

menyampaikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan baik
lisan maupun tertulis berdasarkan kajian agar kegiatan berjalan
lancar serta untuk menghindari penyimpangan, dan
melaksanakan tugas kedinasan lain dan pimpinan gesual dengan
tugas dan fungsi unit kerjanya.

4.3 Sub koordinator Penyehatan Lingkungan mempUnyal [Lgas |

[

menyusun rencana dan program kegiatan sub koordinator
Penyehatan Lingkungan berdasarkan peraturan  perundang
undangan dan hasil evaluasi kegiatan tahun scbelumnya sebagal
pedoman pelalksanaan TUgas;

menjabarkan perintah pimpinan melalui penghka)an
permasalahan  dan  peraturan perundang-undangan  Agar
pelaksanaan tugas herjalan efektil dan efisien;

melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait
baik vertikal maupun horizontal untuk mendapatkan informasi,
masukan, serta dalam rangka sinkronisasi dan harmonisasi
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pelaksanasn tugas,

menelagh dan mengkaji peraturan perundang- undangan SesUal
lingkup tugasnya sebagal bahan atau pedoman untuk
melaksanakan kegiatan;

menyiapkan bahan penyusunan petunjuk  teknis, petunjuk
pelaksanaan, dan naskah dinas sesuai lingkup tugasnya guna
mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan,

melaksanakan  pengelolaan  dan  pengembangan  Sistem
Pengelolaan Air Minum [SPAM);

melaksanakan pengelolaan dan pengembangan sistemn air limbah
domestik;

melaksanakan pengelolaan dan pengembangan system drainase
yang terhubung dengan sungai;

menyviapkan bahan kegiatan pengurusan proses dan pengelolaan
tinja rumah tangga;

merencanakan drainase, resapan air limpahan, skala Daerah;
melaksanakan supervisi penataan;/ pemehharaan bangunan dan
lingkungan, sistem drainase perkotaan dan pembangunan/
peningkatan, rehabilitasi sistem drainase lingkungan;
melaksanakan fasilitasi Peningkatan dan rchabilitasi Saluran
Drainase Perkotaan dan lingkungan,

melaksanakan fasilitasi penyediaan Sarana Sistem Drainasc
Lingkungan dan perkotaan:

melaksankan pembinaan Teknik Sistem Drainase Perkotaan dan
lingkungan;

melaksanakan S pervis pembangunan/ rehabilitas:/
peningkatan, perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Damestik
Terpusal Skala Kota;

melaksanakan  fasilitasi pembangunan/ penyediaan  sistem
pengelolaan air limbah terpusat skala kota dan sub sistem
pengolahan setempat,

melaksanakan operasi dan pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air
Limbah Domestik;

melaksanakan fasilitasi rehabilitasi) pemingkatan; perluasan
Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala kota dan
skala permukiman;

melaksanakan pembinaan teknik, sosialisasi dan pemberdayaan
masyarakat terkait penyediaan sistem, dan pengembangan SDM
dan kelembagaan pengelolaan air limbah domestik;
melaksanakan fasilitasi penyediaan sarana pengangkutan lumpur
tinja dan penyediaan jasa penyvedotan lumpur tinja

melaksanakan fasilitasi pembangunan/  penyediaan  dan
rehabilitasi/ peningkatan/ perluasan sarana dan prasarana [FLT,
melaksanakan supervisi pembangunan/ rehabilitasi/ peningkatan
/perluasan sarana dan prasarana [PLT;

menyiapkan bahan dan menyusun konsep Standar Operasional
Prosedur (SOP) kegiatan sub koordinator Penyehatan Lingkungan
untuk peningkatan kualitas pelayanan publik;

melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan
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sub koordinator Penyehatan Lingkungan dengan cara mengukur
pencapaian program kerja vang telah disusun untuk bahan
laporan dan kebijakan tindak lanjut,

menyusun laporan pelaksanaan  kegiatan kepada pimpinan
sebagai wujud akuntabilitas dan transparansi  pelaksanaan
kegiatan;

menyampaikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan batk
lisan maupun tertulis berdasarkan kajian agar kegiatan berjalan
lancar serta uniuk menghindari penyimpangan; dan
melaksanakan tugas kedinasan lain dari pimpinan sesudl dengan
tugas dan Mungsi unit kerjanya.

Bidang Tata Ruang

sub Koordinator Survey dan Perencanaan Tata Ruang Mempunyai
tUEZAas :

d.

k.

menyusun rencana dan program kegiatan sub koordinator Survey
dan Perencanaan Tata Ruang berdasarkan peraturan perundang-
undangan dan hasil evaluasi kegiatan tahun sebelumnya scbhagai
pedoman pelaksanaan tugas;

menjabarkan perintah pimpinan melalu penglkajian
permasalahan dan  peraturan perundang-undangan  agar
pelaksanaan tugas berjalan eliektif dan efisien;

melaksanakan koordinasi dan kensultasi dengan instansi terkait
baik vertikal maupun horizontal untuk mendapatkan informasi,
masukan, serta dalam rangka sinkronisasi dan harmonisasi
pelaksanaan tugas;

menelaah dan mengkaji peraturan pérundang- undangan sesUal
lingkup tugasnya scbagai bahan atau pedoman  untuk
melaksanakan kegiatan;

menyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis, petunjuk
pelaksanaan, dan naskah dinas sesual lingkup tugasnya gund
mendukung kelancaran pelaksanaan keglatan,

menyusun konsep rencana detail tata ruang daerah scrta rencana
tata ruang kawasan strategis Dacrah sebagai dasar penyusunan
pEraturan zonast;

melakukan pengkajian dan evaluasi terhadap rencana detail tata
ruang daerah serta rencana tata ruang kawasar strategis Daerah
sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

memlasilitasi pelaksanaan penchbian  yvang bherkattan dengan
pemanfaatan ruang,

melaksanakan  inventarisasi dan pendataan permasalahan
kegiatan di bidang perencanaan detail tata ruang sebagai bahan
penentu kebijakan pengembangan tata ruang,

mclaksanakan fasilitasi Pelaksanaan Persetujuan Substans,
Evaluasi, Konsullasi Evaluasi dan Penetapan RTRW dar RRTE
Daeran;

melaksanakan fasilitasi Penetapan Kebijakan dalam rangka
Pelaksanaan Penataan Ruang;
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melaksanakan Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang:
undangan Bidang Penataan Ruang;

melaksanakan koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTRW
dan RRTR Dacrah;

melaksanakan kegiatan peningkatan Peran Masyarakat dalam
Penataan Ruang

menyiapkan bahan dan menyusun konsep Standar Operasional
Prosedur (SOP) kegiatan sub koordinator Survey dan Perencanaan
Tata Ruang untuk peningkatan kualitas pelayanan publik;
melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Xegiatan
suh koordinator Survey dan Perencanaan Tata Ruang dengan cara
mengukur pencapalan program kerja yvang telah disusun untuk
bahan laporan dan kebijakan tindak lanjut;

menyusun laporan  pelaksanaan kegiatan kepada pimpinan
sehagai wujud akuntabilitas dan transparansi  pelaksanaan
kegiatan,

menyampaikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan baik
lisan maupun tertulis berdasarkan kajian agar kepiatan berjalan
lancar serta untuk menghindari penyimpangan; dan
melaksanakan tugas kedinasan lain dari pimpinan sesual dengan
tugas dan fungsi unit kerjanya,

sub Koordinator Pengendalian dan Pemanfaatan Ruang mempunyai
tugas :

.

menyusun  rencana dan  program kegiatan sub  keordinator
Pengendalian dan Pemanfaatan Ruang berdasarkan peraturan
perundang-undangan  dan  hasil evaluasi kegiatan tahun
sebelumnya schagai pedoman pelaksanaan tugas;

menjabarkan perintah pimpinan melalui pengkajian
permasalahan dan peraturan perundang-undangan  agar
pelaksanaan tugas berjalan efeknl dan efizien;

melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan imstansi Lerkait
baik vertikal maupun horizontal untuk mendapatkan informast,
masukan, serta dalam rangka sinkronisasi dan harmonisas
pelaksanaan tugas;

menelaah dan mengkaji peraturan perundang- undangan sesual
lingkup tugasnya sebagai bahan atau pedoman untuk
melaksanakan kegiatan,

menyiapkan bahan penyusunat petunjuk  teknis, poetunjule
pelaksanaan, dan naskah dinas sesuai lingkup tugasnya BuUnd
mendukung kelancaran pelaksanaan Kegiatarn,

melaksanakan inventarisasi dan identifikasi data permasalahan
vang berkaitan dengan pengendalian pemaniaatan ruang,
melaksanakan dan meneliti laporan dari masyarakat tentang
terjadinya penyalahgunaan peruntukan  tata  ruang o seria
menyiapkan tindak lanjutnya sebagai  bahan pertimbangan
atagan,
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menyiapkan bahan penyuluhan/sosialisasi aturan tala ruang dan
menyvusun kerangka kerja dalam rangka bimbingan teknis lata
ruang;

menyiapkan pedoman perizinan yang berkaitan dengan lata ruang
herdasarkan rencana rinei tata ruang untuk  setiap  2ona
pemanfaatan ruang sebagai pedoman pengendalian pemanfaatan
ruang;

menyviapkan bahan rekomendasi  kesesuaian  tala ruang
berdasarkan peraturan perundang-undangan;

menyiapkan bahan rekomendasi pembatalan/ pencabutan 1zin
pemanfaatan ruang sesuai peraturan perundang-undangan;
melaksanakan pengkajian  besaran  panti  kerugian - vang
ditimbulkan akibat pembatalan izin pemanfaatan ruang sesual
peraturan perundang- undangan;

merumuskan jenis prosedur pemberian insentil dan/ atau
diginsentif, serta pengenaan sanksi scbhagai tindakean penertliban
terhadap pemanfaatan ruang sesuai  peraturan  perundang-
undangat;

melaksanakan koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang
untuk Investasi dan Pembangunan Daerah;

mengelola  sistern  Informasi Penataan  Ruang berdasarkan
peraturan perundang-undangan;

melaksanakan koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan
Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang;

meclaksanakan fasilitasi operasionalisasi Tugas dan Fungsi
Penyidik Pegawail Negeri Sipil (PPNS| Bidang Penataan Ruang;
menviapkan bahan dan menyusun konsep Standar Operasional
Prosedur [(SOP] kegiatan sub  koordinator Pengendalian  dan
Pemanfaatan Ruang untuk peningkatan kualitas pelayanan
publik;

melaksanakan pemantavan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan
sub koordinator Pengendalian dan Pemanfaatan Ruang dengan
cara mengukur pencapaian program kerja yang telah disusun
untuk bahan laporan dan kebijakan tindak lanjur;

menyusun laporan pelaksanaan kegiatan kepada plmpinEn
sebagal wujud akuntabilitas  dan ransparansi  pelaksanaan
kegiatan;

menyampaikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan baik
lisan maupun tertulis berdasarkan kajian agar kegialan benjalan
lancar serta untuk menghindari penyimpangan; dan
melaksanakan tugas kedinasan lain dan pimpinan sesual dengan
tugas dan fungsi unit kerjanya.

5.3 Sub Koordinator Pertanahan mempunyai tugas :

.

menyusun rencana dan program kegiatan sub koordinator
Pertanahan berdasarkan peraturan perundang- undangan dan
hasil evaluasi kegiatan tahun sebelumnya sebagal pedoman
pelaksanaan tugas;

menjabarkan perintah pimpinan melalui prngkajan



permasalahan  dan  peraturan  perundang-undangan - agar
pelaksanaan tugas berjalan efekl dan efisien;

melaksanakan koordinasi dan kensultasi dengan mstans terkait
baik vertikal maupun horizontal untuk mendapatkan informass,
masukan, serta dalam rangka sinkronisasi dan harmonisasi
pelaksanaan tugas;

menelash dan mengkaji peraturan perundang- undangan sesual
lingkup tugasnya sebagai bahan  atau pedoman  untuk
melaksanakan kegiatan;

menvigpkan bahan penyusunan pctunjuk tcknis, petunjuk
pelaksanaan, dan naskah dinas sesual lingkup tugasnya guna
mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan,

melaksanakan proses tukar menukar tanah dan pengadaan tanan
yang akan dipergunakan oleh pemerintah Daerah sesual dengan
peraturan perundang-undangan;

melaksanakan koordinasi dengan Kantor Pertanahan yang ada di
Naerah dalam rangka pelaksanaan kegiatan di ndang pertanahan
sesuai kewenangan Daerah;

melaksanakan pengurusan pensertifikatan tansh milik Daerah
geguai dengan peraturan perundang- undangan;

melaksanakan administrasi di  bidang pertanahan  seria
menginventarisic, menganalisa, dan  menyusun rekomendas
penvelesaian permasalahan di bidang pertanahan sesuai dengan
peraturan perundang- undangan;

melaksanakan bimbingan teknis dan penyuluhan pertanaban
herdasarkan peraturan di bidang tata ruang,

menfasilitasi  penyelesaian  permalahan perianahan  yang
diakibatkan adanva kenflik pemaniaatan ruang,

melaksanakan koordinasi dan Sinkronisasi Penvelesaan Tanah
Kosong di dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten;

melaksanakan inventarisasi dan Pemanfaatan Tanah kosong;
melaksanakan koordinasi dan Sinkronisasi  Pemberian  lzin
Membuka Tanah dan Perencanaan Penggunaan Tanah;
melaksanakan koordinasi Pemetaan Zona  Nilai  Tanab
Kewenangan Kabupaten;

melaksanakan koordinasi  dan  Sinkronisasi  pelaksanaan
Konsolidasi Tanah Kabupaten;

menviapkan bahan dan menyusun konsep Standar Cperasional
Prosedur {SOP) kegiatan sub Lkoeordinator Pertanahan untuk
peningkatan kualitas pelayanan publik;

melaksanakan pemantauan dan evaluas pelaksanaan kegalan
sub kourdinator Pertanahan dengan cara mengukur pencapaian
program kerja yang telah disusun untuk bahan laporan dan
kebijakan tindak lanjut;

menyusun  laporan  pelaksanaan  kegiatan kepada pumpinan
scbagal wujud akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan
keglatan;

menyampaikan saran dan periimbangan kepada pimpinan batk
lisan maupun tertulis berdasarkan kajian agar kegiatan berjalan



lancar scrie untuk menghindari penyimpangan; dan
. melaksanakan tugas kedinasan lain dari pimpinan sesuai dengan
tugas dan [ungsi unit kerjanya.
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